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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJQ,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan
secara tertib, efisien, ckonomis, efeltif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,
serta taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan vyang diwujudkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah
merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran dalam masa 1 (satu) tahun anggaran;

¢c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan
pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworeje Tahun
Anggaran 2022 agar berjalan lancar, berdaya guna
dan berhasil guna, diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2022:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Teshun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomo 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2020 Nomor 15);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tehun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
ANGGARAN 2022.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L.
2,

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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Bupati adalah Bupati Purworejo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjuitnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purworejo.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo,
Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang
selanjutnya disingkat BPKPAD, adalah Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD, adalah BPKPAD seclaku unsur penunjang
urusan  pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Unit Pelaksana Teknis, vang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada SKPD.

. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah

peraturan perundang-undangan vang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Bupati.

Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah
dokumen yvang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinva untuk periode 1
(satu) tahun.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKFD, yvang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD, adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yvang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyvusunan RKA-SKPD.
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Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris
Daerah.,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang seclanjutnya disingkat
PPKD, adalah Kepala BPKPAD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD,
adalah PPKD vang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Pengguna Anggaran, yang sclanjutnya disingkat PA, adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yvang dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Daerah.,

Kuasa Pengguna Anggaran, vang selanjutnya disingkat KPA,
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan scbagian
kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, vang selanjutnya disebut, Kuasa
BUD, adalah pejabat yvang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang sclanjutnya
disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKFPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya
disingkat PPR-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPKD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK, adalah pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pejabat lainnya pada SKPD dalam rangka pengelolaan keuangan
Daerah diantaranya adalah penanggung jawab program,
penanggung jawab sub kegiatan, pembantu bendahara dan
pejabat lainnya yang tugasnya dalam rangka pengelolaan
keuangan Daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat vang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausashakan dan
mempertangeungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
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Bendahara Penerimaan SKPKD adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan vang penerimaan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD, yvang bersumber dari Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah (hasil penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti rugi,
sumbangan pihak ketiga, penerimaaan lain-lain, pendapatan
Badan Layanan Umum Daerah), Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan.
Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat vang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja
Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,
Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan tertib dan teratur sesuai
dengan ketentuan yvang berlaku.

Bendahara Pencrimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pclaksanaan APBD pada Unit Kerja.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan,

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung
jawaban berupa laporan keuangan,

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan PA/Pengguna Barang
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan alkuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sechubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangks mencapai tujuan
pembangunan.
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Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat vang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapal sasaran dan tujuan pembangunan Daerah,
Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu
atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dena atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (inpuf] untuk
menghasilkan keluaran (outpuf) dalam bentuk barang/jasa.
Sasaran (targef) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran vang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran (oufpul) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Hasil (oulcome} adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalamn satu program.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yvang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung scluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.
Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rckening tempat penyimpanan wuang daerah vang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung se¢luruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar scluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
Penerimaan Daerah adalah uang vang masuk kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uvang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Dacrah adalah hak Pemerintah Daerah vang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan daerah.
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang dialkui
sebagal pengurang nilai kekayaan daerah.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah,
Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
dan belanja dacrah.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yvang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.
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Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Dacrah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
secbesar-besarnya kemalkmuran rakyat,

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yvang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan,

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yvang mengakibatkan
dacrah menerima sejumlah uvang atau menerima manfaat yang
bernilai uvang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

PFiutang Daerah adalah jumlah uang vang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
vang sah.

Utang Daerah adalah jumlah yang wajib dibayar Pemerintah
Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya schingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelavanan kepada masyarakat.
Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, badan wusaha milik negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak mempercoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman,

Obligasi Dacrah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada
publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan BPKPAD selaku BUD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengpuna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD, yang
sclanjutnya disingkat DPPA-PPKD, adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BPKPAD selaku
BUD wvang digunakan secbagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.
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Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dolkumen yang memuat
perubahan pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang sclanjutnya
disinglkat DPAL, adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun
berikutnya.

Anpggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana vyang cukup pguna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana, yang sclanjutnya disingkat SPD, adalah
dokumen yang menyatakan  tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagal dasar penerbitan SPP,

Surat Permintaan Pembayaran, yvang selanjutnya disingkat SPP,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat vyang
bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  kegiatan/Bendahara
Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran,

Uang Persediaan, vang selanjutnya disingkat UP, adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional
pada SKPD/Unit Kerja dan/atau pengeluaran yang menurut sifat
dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS, adalah
Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah
membayar langsung,

Tambahan Uang Persediaan, yang selanjuinya disebut TU, adalah
tambahan wang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai
pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak ecukup didanai
dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat GU, adalah
ganti wuang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran,/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengganti
Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Uang Persediaan, yang sclanjutnya disingkat SPP-UP, adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) vang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SFP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU,
adalah dokumen vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan pengganti UP yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.
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SPP Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-
TU, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
untuk permintaan tambahan UP guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan UP.

SPP Langsung, vang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu
pembayaran tertentu vang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah
dokumen wvang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjuinya
disingkat SPM-UP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan.

Surat Permntah Membayar Ganti Uang Persediaan, vang
selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan
olch PA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, vang
selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan
oleh PA/KPA untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu UP yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat
SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
Pihak Ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana, vang selanjutnya disingkat SP2D,
adalah dolkumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan cleh BUD berdasarkan SPM.

Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah
bukti penyetoran penerimaan vang telah dilakukan Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu atau pihak lain
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke RKUD,

Kerugian Daerah adalah perbuatan melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana mestinya vang mengakibatkan kerugian bagi Dacrah
vang berupa uang atau surat berharga lainnya dan Barang Milik
Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah, vang selanjutnya disingkat BLUD,
adalah sistem yang diterapkan olech UPT dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dar ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

£
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Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat
RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, Sub Kegiatan target
kinerja dan anggaran BLUD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, wyang selanjutnya
disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja, proyveksi arus kas, jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah,

Barang Daerah adalah semua kekayaan vang berwujud, vang
dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak beserta
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dimiliki, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan
dan tumbuhan, kecuali vang dan surat berharga lainnya.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPKom,
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja belanja daerah,
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil, vang
selanjutnya disingkat SPP-GU Nihil, adalah dokumen wvang
digjukan olch Bendahara Pengeluaran untuk pengesahan
pertanggungiawaban GU yang terakhir.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Nihil,
yang seclanjutnya disingkat SPP-TU Nihil, adalah dokumen yang
digjukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengesahan
pertanggungjawaban TU.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan cleh PA untuk pengesahan pertanggungjawaban GU yang
terakhir oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan selanjutnya
diterbitkan SP2D-GU Nihil oleh Kuasa BUD.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil, adalah dokumen yang
diajukan oleh PA/KPA untuk pengesahan pertanggungjawaban TU
oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD dan selanjutnya
diterbitkan SP2D-TU Nihil oleh Kuasa BUD,

Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan Nihil, yang
selanjutnya disingkat SP2D-GU Nihil, adalah dokumen vang
diterbitkan oleh Kuasa  BUD scbagai  pengesahan
pertanggungjawaban GU  yang terakhir  oleh fungsi
perbendaharaan pada SKPKD,

Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan Nihil,
yang selanjutnya disingkat SP2D-TU Nihil, adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Kuasa BUD sebagai pengesahan
pertanggungjawaban TU oleh fungsi perbendaharaan pada SKPKD.
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Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan keschatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan vang diberikan
kepada setiap orang vang telah membayar iuran atau urannya
dibayar oleh pemerintah.

Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat
FKTP, adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk
keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau
pelayanan kesehatan lainnya,

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut
Dana BOS adalah dana wvang digunakan terutama untuk
mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar
dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat
dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuail
denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa adalah dana wang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

~FESrTR DO AR @D

pengelola keuangan Daerah;

pelaksanaan dan penatausahaan APBD;

laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

kekayaan Daerah dan utang Daerah;

BLUD,;

Dana BOS;

Dana Desa;

penyelesaian kerugian Daerah;

informasi keuangan daerah; dan

pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan

pengelolaan keuangan Daerah.
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BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pazal 3

Bupati selaku Kepala Pemerintah Dacrah adalah Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah vang
dipisahkan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
kewenangan:

.

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah vang sangat dibutuhkan ocleh
Daerah dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

menetapkan KPA;

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

menctapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
Utang dan Piutang Daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan kewenangan lain sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling
sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara
pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sckolah,
bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus
dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati selaku Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya vyang berupa perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada
Pejabat  Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem
pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima
atau mengeluarkan uang.

Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pejabat Perangkat Dacrah terdin atas:
a. Seckretanis Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah;
b. Kepala BPKPAD selaku PPKD; dan

c. Kepala SKPD selaku PA.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Sckretaris Dacrah  selaku  Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungawaban
pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD,

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan Daerah paling sedikit

meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan Daerah;

b. koordinasi dalam  penyusunan  kebijakan  akuntansi
pemerintah Daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
Daerah.

/
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Koordinator pengelolaan keuangan Daerah dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Koordinator dalam pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan
peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang
melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan
Daerah.

Kepala SKPKD selaku PPFKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan  kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyvusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah
diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

c. melaksanakan tugas lainnya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran Kas Daerah;

melaksanakan pemungulan Pajak Daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama Pemerintah Daerah;

melaksanakan Sistemn Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan
dan Pengeluaran Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut, terdapat kewenangan
lain yaitu;

a. mengelola Investasi;
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menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui SP2D;

membuka Rekening Kas Umum Daerah;

membuka Rekening Penerimaan;

membuka Rekening Pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yvang merupakan pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD.

meeap g

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari
investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan BPKPAD, SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan

BPKPAD untuk melaksanakan tugas:

menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan Pajak Dacrah;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan

atas nama Pemerintah Daerah;

e, melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah;

[. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

g melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Barang Milik Daerah.

Ll

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal &

Apabila PPKD berhalangan sementara dalam waktu sekurang-
kurangnya selama 7 (tujub) Hari, antara lain karena sedang
melakukan kunjungan ke luar daerah atau ke luar neger,
mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah
haji, menjalani rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain
yang sah sesual dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat
yang berwenang dapat mengusulkan pejabat di lingkungan
BPKPAD sebagai Pelaksana Harian (Plh.]) sesuai dengan aturan
kepegawaian yang berlaku.

(10) Pejabat yang diusulkan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) dapat

menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
masalah keuangan.

(11) Kewenangan untuk meénandatangani dokumen yang berkaitan

dengan masalah keuangan tidak menghilangkan kewajiban untuk
berkonsultasi terlebih dahulu kepada PPKD apabila menyanghkut
hal strategis dan selanjutnya melaporkan tugas penandatanganan
kepada PPKD.
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Bagian Ketiga
Kuasa BUD

Pasal 7

PPED selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan BPKPAD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD,

Kuasa BUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

P TR
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menyiapkan anggaran kas;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyimpan uang Daerah;

melaksanakan penempatan uang Daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi Daerah;

melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas
Beban APBD;

melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama
Pemerintah Daerah;

melakukan pengelolaan utang dan Piutang Daerah; dan
melakukan penagihan Piutang Daerah yang sudah diverifikasi
dan validasi oleh SKPD teknis.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

L.

menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;

melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana berpulir yang tidak
tertagih atas investasi; dan

menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)
Kuasa BUD di lingkungan BPKPAD dengan pertimbangan besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali.

Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban
kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya
ditetapkan kepala daerah.

/
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Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 8

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

b.

c.
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menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayvaan;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakuan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran pada SKPD wang
dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

menetapkan pejabat lainnya pada SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan
melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyvai tugas lainnya,
meliputi:

oapop

menyusun anggaran kas SKFPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naslkah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesshan Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut; dan

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada FPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA] mempunyai
wewenang, meliputi:

dl.

menandatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah

(NPHDY);

Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara  Pengeluaran dan  Pembantu  Bendahara
Pengeluaran  Pembantu sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

ol

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
BKPD yang dipimpinnya merupakan akibat vang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang vang menjadi kewajiban kepada pihak lain

sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

¢. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hulkum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunvai kekuatan
hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yvang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuail ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

(10) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat

melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan
pengelolaan keuanpgan,
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Bagian Kelima
Kuasa Pengpguna Anggaran

Pasal 9

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala
Unit Kerja terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian,
Kepala UPT dan/atau Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran
anpggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, rentang kendali, dan/atau
pertimbangan objektifl lainnya.

Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan
oleh SKPD vyang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub
kegiatan dengan kriteria vang ditetapkan oleh Bupati.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap
SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis
Daerah, dan/atau kelurahan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelimpahan scbagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas
usul Kepala SKPD selaku PA disertai dengan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pelimpahan scbagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas angparan yang telah ditetapkan;

e. mclaksanakan pemungutan retribusi daerah;

[, mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjaci tanggung
jawabnyva; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnyva sesual dengan Kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jewab kepada PA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit
SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan.
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KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yvang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
vang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan:

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tangpung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit orpanisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

> m o
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Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya vang telah
diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pasal 10

Apabila PA/KPA berhalangan sementara dalam waktu paling
sedikit selama 7 (tujuh) Hari, antara lain karena sedang
melakukan kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri,
mengikuti pendidikan dan pelatihan /kursus, menunaikan ibadah
haji, menjalani rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain
yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Pejabat
yang berwenang dapat menunjuk pejabat di lingkungan SKPD
yang bersangkutan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) sesuai dengan
ketentuan kepegawaian yang berlaku,
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Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh.)
schbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menandatangani
dokumen yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Kewenangan untuk menandatangani dokumen wang berkaitan
dengan masalah keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan kewajiban wuntulk berkonsultasi terlebih
dahulu kepada PA/KPA apabila menyangkut hal-hal strategis dan
selanjutnya melaporkan tugas penandatanganan kepada PA/KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 11

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan
pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA /KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA

meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
dan;

c. menyiapkan dokumen pengadaan  barang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan /Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan  Kegiatan/Sub
kegiatan kepada PA/KPA,

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan vang ditetapkan dalam ketentuan
perundangundangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.
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Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab
kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab
kepada KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat
vang dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 {satu) PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,
rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan Bupati.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawal ASN vang mendudulka jabatan struktural merupakan
pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan
pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku
PPTK dengan kriteria:

4. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

b. memiliki masa kerja di SKPD/Unit Kerja vang bersangkutan
paling sedikit 2 (dua) tahun; dan

c. paling rendah golongan Il /a.

Pasal 12

Apabila PPTK berhalangan sementara dalam waktu paling sedikit
selama 7 (tujuh) Hari antara lain karena sedang melakukan
kunjungan ke luar daerah atau ke luar negeri, mengikuti
pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji,
menjalankan rawat inap di rumah sakit, cuti, atau alasan lain
yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PA/KPA
menunjuk pejabat lain di lingkungan SKPD sebagai Pengganti

{
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Penunjukan Pengganti PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bersifat sementara atau tetap sesuai dengan pertimbangan
pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Guna kelancaran pelaksanaan tugas, PPTK dapat dibantu oleh
Pembantu PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA.

Penunjukan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada avyat (1)
didasarkan pada pertimbangan anggaran kegiatan, beban kerja,
lokasi, dan/atau rentang kendali maupun pertimbangan objektif
lainnya.

Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas untuk membantu PPTK dalam melaksanakan kegiatan teknis
dan administrasi, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan pelaporan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas, Pembantu PPTK sebagaimana
dimaksud pada avat (1) bertanggung jawab kepada PPTK.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pazsal 14

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan
wewenang BLUD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi
daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

dan kewenangan:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannyva yvang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

¢. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;



d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

(6) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

(7) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana pada ayat

(5), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan;

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan S5PP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

(8) Kepala SKPD dapat menetapkan pembantu PPK-SKPD vyang
bertugas membantu PPK-3KPD untuk meningkatkan efektivitas

penatausahaan keuangan SKPD.

Bagian Kesembilan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKFD

Pasal 15

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada Unit SKPD.

(2) Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan
bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat
Daerah;

b. rentang kendali dan/atau lokasi;

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD mempunyai tugas
dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-L8 beserta bukt
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan
SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
dan

/
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c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Selain melaksanakan tugas pada ayat (3], PPK Unit SKPD

melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penylapan SPM.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai

tug&s meliputi:
melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yvang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukt kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan
unit SKPD.

Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas
membantu PPK Unit SKPD.
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Bagian Kesepuluh
PPK-SKPKD

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan anggaran yang dimuat dalam DPA-
SKPKD, Kepala SKPKD menetapkan pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD sebagai PPK-SKPKD.

PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a_.Eamenel.iti kelengkapan SPP-LS Belanja Tidak Langsung non

Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan yvang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran SKPKD;

b. meneliti kelengkapan SPP-LS Belanja Tidak Langsung non
Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan vang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran SKPKD;
melakukan venifikasi SPP;

. menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran;
melaksanakan akuntansi SKPKD: dan
menyiapkan laporan keuangan SKPKD.

mor D

PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kesebelas
Bendahara

Pasal 17

Bupati menetapkan Bendsahara Penerimaan untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD,

Bendahara Penerimaan seébagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke
RKUD, menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan
Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi aras pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

¢. meneliti kegesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan.

£



d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

(4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Unit SKPD vang bersangikutan.

(5) Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh
kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPED.

(6) Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang
sesual dengan lingkup penugasan vang ditetapkan Bupati.

(7] Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling
sedikit meliputi:

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang vang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah vang diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

(8) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

(9) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan

kepada PA.

(10) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

(11) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara f[ungsional
dengan membuat laporan pertanggungiawaban secara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

(12) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

£



(13) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawal yvang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

(14) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesual dengan lingkup
penugasan vang ditetapkan kepala SKPD.

(15) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

(16) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut
Pembantu Bendahara Penerimaan.

Pasal 18

(1} PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada
Bupati.

(2) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

(3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UF,
SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

¢. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari Pengguna Angparan vang tidak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

(4) Selain tugas dan wewenang, Bendahara  Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
doltumen fisik dan bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal:



e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
vang melaksanakan fungsi BUD.

(5) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati
atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(6) Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:
a. besaran anggaran; dan
b. rentang kendali dan/atau lokasi.

(7] Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU
dan SPP-LS:

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

¢. menerima dan menyimpan TU dari BUD:

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya,;

e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h, membuat laporan pertanggungiawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertangpungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

(8) Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan: dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

(9) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
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(10) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wewenang selara dengan Bendahara Pengeluaran.

(11) Bendahara  Pengeluaran Pembantu secara administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

(12) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

(13) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan  pertanggungjawaban  secara
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan

kepada PA,

(14) Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara
administratiil dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

(15) Bendahara Pengeluaran bertanggung jJawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungiawaban secara fungsional
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

(16) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

(17) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawal yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan  efektivitas pengelolaan  belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan.

(18) Pegawal vyang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan vang ditetapkan kepala SKPD.

(19) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawahb kepada Bendahara Pengeluaran.

(20) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
secara kumulatiil hanya diperkenankan menyimpan uang tunal
paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah).

Pasal 19
(1] Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran

Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD masing-masing
vang bersangkutan.
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(2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertangpung jawab atas
pelaksanaan tugas kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 20

(1) Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya dapat dilakukan pada
tingkat KPA.

(2) Dalam melaksanakan tugas Bendahara Penerimaan Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Bendahara Penerimaan.

{3) Dalam melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepacda
Bendahara Pengeluaran.

Pasal 21

(1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjsan pemborongan,
dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung; dan

d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Khusus.

(2) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APED,.

Pasal 22

(1) Dalam hal Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran
Bendaharan Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu berhalangan:

a. lebth dam 3 (tiga) Hari sampai dengan 1 (satu) bulan,
Bendahara yang bersanghkutan wajib memberikan surat kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pembantu
danfatau  Bendahara Pengeluaran Pembantu  yang
bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;



b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan, Bupati
atas usul PPKD selaku BUD menctapan pejabat pengganti
Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dengan
disertai berita acara serah terima.

(2) Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendaharas
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu yang tidak melaksanakan kembali tugas
kebendaharaan setelah berhalangan 3 (tiga) bulan atau lebih, yang
bersangkutan dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bupati atas usul PPKD selalkku BUD menetapkan pejabat pengganti
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu,

Bagian Keduabelas
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pasal 23

(1] Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang
dipimpin cleh Sekretaris Daerah.

(2] TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat
Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan
kebutuhan.

(3] TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertangpungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
Pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA-SKPD;

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

[4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.
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(5) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan
Keputusan Bupati.

(1)

(2

(1)

BARB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 24

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah mencakup:
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Kerangka Pengaturan;

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah:
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris;
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

Surat Penyediaan Dana (SPD);

Penerimaan Dan Penyetoran Pendapatan;

Pembulcuan Bendahara Penerimaan;

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan;
Rekonsiliasi Penerimaan;

Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan;
Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja;

Penetapan Besaran Uang Persediaan;

Proses Pelimpahan Uang Persediaan;

Permintaan Pembayaran;

Perintah Membayar;

Perintah Pencairan Dana;

Pembukuan Bendahara Pengeluaran;

Penyampaian Laporan  Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran;

Belanja Wajib dan Mengikat;

. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan; dan

Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan.

Uraian lebih lanjut terkait pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD
DAN PERUBAHAN APBD

Pasal 25

Laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD
mencakup:



Laporan realisasi semester pertama APBD

Prasyarat perubahan AFBD

Perubahan KUA dan perubahan PPAS

Pergeseran anggaran

Penggunaan silpa tahun sebelumnya

Pendanaan keadaan darrat

Pendanaan keadaan luar biasa

. Penyusunan perubahan APBD

Penetapan perubahan APBED

Persetujuan rancangan peraturan Daerah perubahan APBD
Evaluasi rancangan peraturan Daerah perubahan AFPBD
dan rancangan peraturan Bupati penjabaran perubahan APBD

Forpmoe Ap o

(2] Uraian lebih lanjut terkait laporan realisasi semester pertama
APBD dan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yvang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VY
AKUNTANSI DAN PELAPORAN EEUANGAN PEMERINTAH DAEEAH
Pasal 26

1} Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah mencakup:
a. Akuntansi Pemerintah Daerah, dan
b. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

(2) Uraian lebih lanjut terkait akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V]
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Pasal 27

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup:
a. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pertangpungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
b. Ewaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(2) Uraian lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam
Lampiran [V yang merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pagal 28

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,
belanja, dan kekayvaan daerah wajib mengusahakan agar setiap
Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Piutang Daerah yvang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat
walktu, diselesailkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang
Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah,

kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Piutang Daerah diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Investasi Daerah
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.



Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 32

(1) Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 33

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penpelolasn Utang Daerah dan
Pinjaman Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 34

(1} Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan
kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

(3) Pejabat pengelocla BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD
dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek
manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.



Pasal 35

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayvat (1) meliputi:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau
layanan kepada masyarakat; dan/atau

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 36
(1} BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2] BLUD merupakan kekayaan daerah yvang tidak dipisahkan yang
dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD vyang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
Pasal 37

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan
teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas
Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

{2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pendapatan vang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas
pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 39

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja
BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan
Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BLUD diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.
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BAB IX
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 41
Dana BOS vyang diterima langsung oleh sekolah di luar
pengelolaan BUD dikelola menjadi satu kesatuan dengan
pengelolaan APBD,

Pendapatan Dana BOS dialokasikan pada akun pendapatan,
kelompok Pendapatan Transfer.

Belanja Dana BOS dialokasikan pada jenis Belanja Operasi dan
Belanja Modal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Dana BOS
diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BAB X
DANA DESA
Pasal 42
Dana Desa yang diterima langsung oleh Pemerintah Desa di luar
pengelolaan BUD dikelola menjadi satu kesatuan dengan
pengelolaan APBD.
Pendapatan Dana Desa dialokasikan pada alkun pendapatan,
kelompok Pendapatan Transfer,

Belanja Dana Desa dialokasikan pada akun belanja, kelompok
Belanja Transfer.

Ketentuan lebih lanjut mengenal pengelolaan keuangan Dana
Desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 43

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 44

(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain
yvang karena perbuatannya melanggar hulkum atau melalaikan
kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan
Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian Daerah distur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi keuangan
daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan
anggaran, dan laporan keuangan.

{(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk:
a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;
c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan
Daerah;
menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
mendulung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan
daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
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(4] Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan
kepada Menteri dan menteri yvang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistemn pemerintahan berbasis
elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
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(2] Penerapan sistem pemerintahan berbasis elekitronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara
terintegrasi paling sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja
Pemerintah Daerah;
b. penyusunan rencana kerja SKPD;

penyusunan anggaran;

pengelolaan Pendapatan Daerah;

pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

akuntansi dan pelaporan; dan

pengadaan barang dan jasa.
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BAB XM

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 47

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan keuangan Daerah oleh SKFD.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 48

(1) Pembinaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, fasilitasi, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengemban gan.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup perencanaan dan penyusunan anggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan
keuangan Daerah.

(3) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} mencakup perencanaan dan penyusunan anggaran,
pelaksanaa.n penatausahaan, akuntansi dan pelaporan,

giawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara
gfe&kg]a dan/fatau sewaktu-waktu, secara menyeluruh kepada
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(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan secara berkala bagi SKPD.

Pasal 49

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan
dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis,
dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 30

(1} DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perda tentang APBD.

Pasal 51

Pengawasan pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 52

(1} Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, Bupati mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mendorong agar pelaksanaan kegiatan =esuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan sehingga dapat tercapai tepat
waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat
manfaat.

(3) Pengendalian tingkat kabupaten terhadap semua kegiatan di SKPD
diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo dengan berpedoman pada Peraturan Bupati
tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Pembangunan.

(4) Pengendalian internal di lingkup SKPD dilaksanakan secara
berjienjang oleh PPTK, dan PA/KPA.



Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 53

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)

{2)

(3)

(%)

(1)

(<)

BAB XIII
KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 54

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang merencanakan dan
menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kebutuhan Barang
(RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB)
dengan memperhatikan ketersediaan Barang Milik Daerah yang
ada.

Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang (RKPB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), digunakan oleh SKPD untuk menyusun REKA-SKPD
sebagai bahan dalam penyusunan rencana APBD.

Setelah APBD ditetapkan, setiap SKPD menyusun Daftar Rencana
Tahunan Barang dan disampaikan kepada Bupati melalui
pengelola yang selanjutnya diteliti dan dihimpun menjadi Daftar
Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBEMD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPEMD) untuk satu tahun
anggaran serta dijadikan pedoman dalam pelaksanakan
pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Pasal 55

Perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. perencanaan pengadaan melalui penyedia barang/jasa; dan

b. perencanaan pengadaan secara swakelola.

Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUF).
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13)

1

13)

(6)

(7)

(1)

(2]

(3)

(4)

(5]

(6}

Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diumumkan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pengumuman Rencana Umum Pengadasn (RUP) dilakukan
kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan
atau perubahan DPA-SKPD.

Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan setelah
Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan oleh PA melalui
aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh SKPD atau Unit Kerja
Pengadaaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 56

Batas akhir pengajuan SPP-GU/SPP-TU/SPM-GU/SPM-TU paling
lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum tahun angparan berkenaan
berakhir.

Batas alkhir pengajuan SPP-L8/SPM-LS untuk pembayaran kepada
Pihak Ketiga paling lambat tanggal 14 Desember tahun berkenaan.

Pengajuan pengajuan SPP-LS/SPM-LS untuk pembayvaran
pengadaan barang/jasa dengan kontrak yang berakhir setelah
tanggal 14 Desember tahun berkenaan dilakukan setelah
mendapatkan izin dari Bupati.

Permohonan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat tanggal 3 Desember tahun berkenaan
dengan dilampiri rekapitulasi kontrak dan disertai alasan yang
jelas.

Batas akhir pengajuan pengajuan SPP-LS/SPM-LS untuk Belanja
Tidak Langsung melalui PPKD paling lambat 7 (tujuh) Hari
sebelum tahun anggaran berakhir, kecuali dengan izin Bupati
disertal alasan yang jelas.

Batas akhir pengajuan SPP-GU Nihil/SPP-TU Nihil/SPM-GU
Nihil/SPM-TU Nihil paling lambat tanggal 30 Desember tahun
berkenaan pukul 14.00 WIB.



(7) Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP tahun
anggaran berkenaan ke RKUD paling lambat tanggal 30 Desember
tahun berkenaan pukul 09.00 WIB,

(8) Pencairan uang oleh Bendahara pada akhir tahun anggaran
berkenaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

(1) Pelaksanaan program dan/kegiatan vyang pendanaannya
bersumber dari dana transfer dilakukan oleh Kepala SKPD dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai  pengelolaan dana transfer yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan dan/atau instansi/lembaga teknis terkait.

(2) Pendanaan atas program dan/atau kegiatan yang pelaksanaanya
tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan dana transfer yang ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan dan/atau instansi/lembaga teknis
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tangsung
jawab SKPD yang bersangkutan dengan melakukan rekomposisi
penganggaran kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran

berkenaan.

Pasal 58

Keberhasilan pelaksanaan APBD selain dilaksanakan oleh jajaran
pemerintahan juga ditentukan oleh dukungan dan partisipasi
masyarakat dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan
permasalahan vang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga cita-cita
masyarakat dapat tervujud sesuai dengan visi dan misi yang telah
ditetapkan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran kelebihan
penerimaan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan/pembayaran non tunai
diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini denpgan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 DELEMBER 202y

Diundangkan di Purworejo

o, £
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJOQ

TAHUN ANGGARAN 2022

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A. Eerangka Pengaturan

Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah mencakup

proses-proses sebapgai berikut:

Bl ol 8 e

pelaksanaan dan penatausahaan Kas Umum Daerah

pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

penyiapan DPA-SKPD

anggaran Kas dan SPD

pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan

Daerah ditentukan sebagai berikut:
1. Semua Penerimaan Dacrah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam

APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola

oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah

sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan
pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran

Daerah tersebul.

Mekanisme pencatatan dan pengesahan atas Penerimaan Daerah dan

Pengeluaran Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah

dilaksanakan sebagai berikut:

a. SKPD teknis yang menangani Penerimaan Daerah dan Pengeluaran
Daerah sebagaimana dimaksud, mengajukan permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja kepada BUD dengan dilampiri Laporan
Realisasi Penerimaan dan Belanja serta Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak.

b. BUD menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja paling
lama 2 (dua) har setelah menerima dokumen secara lengkap.

c. Dalam hal dokumen dimaksud pada butir 2.b tidak lengkap, BUD
menolak menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja.

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang
atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan dacrah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengpunaan surat
bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas
penggunaan anggaran dan hasil yang dicapal atas Beban APBD sesuai
dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
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10.

Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari

yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah

tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Setiap pejabat  dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiap

pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau

dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,

Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas

Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD,

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungawaban;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

g- bendahara khusus; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan

APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

1,

Ketentuan Umum

Pelaksanaan penatausshaan Kas Umum Daerah meliputi:

pembukaan RKUD;

pembukaan rekening operasional;

pembukaan rekening SKPD,

penempatan kas dalam Investasi Jangka Pendek;

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah;

pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah.

Kr.:t:ntuan Pelaksanaan

a. Pembukaan RKUD
Bupati dalam pengelolaan Keuangan Daerah menunjuk bank umum
yang sehat sebagai penampung RKUD. Penunjukkan Bank Umum
sebagai penampung RKUD ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja
Sama (PKS) antara PPKD seclaku BUD dengan pejabat bank umum
yang bersanglkutan. Perjanjian Kerja Sama (PKS) paling sedikit
memuat:
1} jenis pelayanan yang diterima;
2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
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7] kewajiban menyampaikan laporan; dan

8) tata cara penvelesaian perselisihan.

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas

Umum Daerah pada Bank Umum wyang ditunjuk oleh Bupati.

Pembukaan Relkening Operasional.

. Pembukaan rekening operasional:

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan
rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada bank yang
sama dengan bank penampung RKUD yang ditunjuk oleh Bupati.
Pembukaan rekening operasional dilakulkan dengan ketentuan;

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional
penerimaan, termasuk rekening penampungan dalam rangka
mendukung pelaksanaan penerimaan daerah secara online. untuk
mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

2] BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional penerimaan

adalah sebagai berikout:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima
sctoran langsung penerimaan daerah vang tidak melalui
bendahara penerimaan dan/atau menerima sctoran pendapatan
yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening
bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke
Rekening Kas Umum Daerah sckurang-kurangnya sekali sehari
pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS
antara Bendahara Umum Daerah dengan bank umum
bersanghkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional pengeluaran

adalah sebagai berikut:

1) rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
sesual rencana pengeluaran.

2) rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada
pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP,
penggantian Uang Persediaan (GU) kepada Bendahara Pengeluaran
serta pemberian TU kepada Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai

berikut:

1) untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKFD, BUD membuka rekening
bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembaniu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai
dengan kebutuban untuk mempermudah mekanisme penerimaan
pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembukaan rekekning
SKPD ditentuan sebagal berikut:
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3

a] BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD
sesual dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme
penerimaan pendapatan daerah.

bj] BUD membuka rekening pengeluaran SKPD wuntuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat

membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah

mendapal persetujuan Bupati.

Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung

penerimaan  dacrah  yang menjadi kewenangan SKPD

bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening
penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan sclurubhnya ke

Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan.

Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara

penerimaan SKPD.

Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan

uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti

uang persediaan dan tambahan uvang persedisan yang dikelola
oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD
dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara

Pengeluaran Pembantu SKPD.

Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu
melalui deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.
Penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan melalui
langkah-langkah sebagai berilout:

1

2)

3)

4

3)

&)

Pemerinlah Dacrah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas
daerah, dan kualitas pelayanan publik,

Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan digunakan
dalam waktu dekat (idle cash).

BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi jangka
pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah dana yang
akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta alasan dan hasil
analisa pemilihan investasi.

Berdasarkan rencana penempatan dana yang digjukan BUD atas
rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan jenis
investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan
Keputusan Bupati.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, BUD menerbitkan Surat
Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan
pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi yang
dipilih.

Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah paling lambat per 31 Desember.

; /



e. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

1} Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah,
BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan
pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2] BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas
Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
pada dokumen surat perintah membayar vang diterbitkan oleh
PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas
Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom
nomor bukti.

[. Pelaporan cleh Bendahara Umum Daerah

1} Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2] Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum
dacrah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum
Dacrah menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen wang dihasilkan oleh
penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah
akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD.

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

bl Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap hari
kerja pertama setiap minggunya kepada Bupati atau dapat
diserahkan sesuai kebutuhan,

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan, Register SP2D
secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan
keuanpgan daerah yang terintegrasi,

3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain

sebagal berikut:



g. Bulku Kas Umum BUD

O PEMERD TAH PROVINSVKABUPATIN FKOTA .

ENDAHARA UMURM DATRAH
L TAMUN ANGOGAULAN .

BAFE L HAS LISMUM
Peftode! oo

fo. | Tanggal | No. Bukitl Liradan Penerimaan |Pengeluaran




b. Laporan Posisi Kas Harlan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...oe
LAPORAN POSIS! KAS HARIAN
Tahun Anggaran.......
Mo, Bukti Transaksi
Mo, SPID TS Lain-lain Uralan Penerimzan | Pengelugran
Jurmiah
Perubohon Posisl Kas hord inj
Posisi Kos (H-1)
Poslsi Kas [H)
Rakapitulasl Posls! Kas di BUD:
SaldoBankl :FRp
SaldoBank2 :Hp Disiapkanalih,
dst. ¥ BUDMus BUD
Total Saldo Ka*: #p
Narma
] —
*form Saics Kus hoews some demgan Pos o3 H)




C.

Rekonsiliasi Bank

OGO
IPERALTINT AH

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
REKONSILIASI BANK
Tahun Anggaran........

1. SaldoKas Umum Dasemb menurut Buka
2. Saldo Mas Umuim Daerah meanundt Bank

Selsih

Keterangan Sellsih
A. Penerimaan yang telah dicatat ole h Buk,
belum dicatat dleh Bank

a 573 No.....

b. Bukti lain yang sah

c Dst....

B. Pengeluaran yang tel ah dicatat oleh Buku,
bel um dicatat oleh Bank

a. 5P2DND....

b. Bukt Lain yang sah

t Det...

C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatatoleh Buku
& Mota Kredit No ...
b. Pendapatan Bunga
€ Pendapatan Jasa G
d. Bukt fain yang sah

. Dst.....

D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku
& Nota DebitNo.....
b. Biaya Administrasl Bank
¢ Bukti Lain yang sah

. Dst..-..

mmh‘h"nmrﬂ-ri
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C. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

1.

Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran

vang diterima (bersifat transit)] untuk disetorkan pada rekening pihak

ketiga yang telah ditentukan,.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah

sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transilons, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan/fatau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap
transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan fatau PPN:

2) Potongan gaji pegawail seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa
dan Pegawal Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21,
Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pekerjaan yvang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya
atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya, sehingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain vang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang
jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini
pemerintah daerah.

4] Jenis kas transitoris |ainnya sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebapai bapian dari transaksi
belanja daerah danfatau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen vang tidak terpisahkan dari
dokumen kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga [PFK}. Pengeluaran kas transitoris dilakukan
sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga
(PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingpa tidak
dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya
disajikan dalam neraca sebagai utang perhitungan fihak ketiga (PFK)
dan di laporan arus kas dibagian aktivitas transitoris sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihalk ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1} Dalam hal pihaek ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak
ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan
SKPD yang ditetapkan.

'='= {



. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran
kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran /BPP

)

2)

3)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran
belanja melalui UP/GU /TU /LS.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Bendahara Khusus Lainnya scbagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.
Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1

2

<

Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

Penyetoran kas fransitoris atas potongan pajak dan potongan-

potongan lainnya dar belanja yang menggunakan mekanisme LS

dilakukan langsung oleh bank.

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga

atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan

pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
yang telah ditentukan.

Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia
barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada pemerintah daerah.

c] Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah
BUD yang berisi:

(1} Perintah Pencairan Uang;

(2} besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa
penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya.

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada
pihak ketiga.

b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam
program, kegiatan, dan sub |kegiatan SKPD vyang
bersangkutan.

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah vang sah atas uang jaminan tersebut yang
sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

10 /



D, Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)

k.

Ketentuan Umum
Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

. Ketentuan Pelaksanaan

Penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikat;

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, PPKD
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3
(tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-
hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam
menyusun rancangan DPA-SKPD meliputi:

1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD
dalam tahun anggaran yvang direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

2} Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6] Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat & [enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat

pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang

telah disusun kepada PPKD paling lambat & (enam) hari setelah surat
pemberitahuan diterima.

Bagian J3: Penyampaian REancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6
[enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi
rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi
antara lain:

1} standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2) analisis standar belanja;

3] Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

5) petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi

khusus.
c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKFPD, SKPD
melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil

penyempurnaan kepada TAPD.
Bagian 4; Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD
yvang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
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3. DPA-SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah
digunakan oleh Kepala SKPD sebagai dasar menyusun Kerangka Acun
Kerja ([KAK) dan Rencana Kerja Operasional (RKO) masing-masing sub
kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan sub kegiatan serta penpgendalian
pelaksanaan sub kegiatan,

4, Dokumen Terkait
llustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:
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4.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

EABUPATEN PURWOREJO

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGOARAN ...........

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:
A, Nama B ke P
b. NIP e
c.Jabatan
menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat dacrah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ....... sebagai
dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran .......

Kode Nama Formulir
DFA-SKFD Ringkasan DPA SKPD
DPA-FPENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKFPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMEIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembigyaan Daerah SKPD

Demilkian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh, vieey TENEEAL.....
Disahkan oleh,
Sekretaris Daerah, FPED,
Nama Nama
PR . cirvira it M ovssssaia
13



4.2 Format DPA-SKPD

KABUPATEN PURWORE.JO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH

(DPA-SKPD)
TAHLIMN ANGGARAN...........
URUSAN PEMERINTAHAN: x PR A
BIDANG UEUSAN XX o R
DRAGNISAS] KXEXNE  cvrscresrerassss
Pengpuna SOPEFAran & cocesrssssssssanns
EURmE 009000 il
BN 0000 A s
c.JJabatan @000 eessseeee
Kode Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKFPD Rincian Anggaran Pendapatan SKFD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
Disahkanoleh, .. , Tanggal......
PPED Pengguna Anggaran
2% 25
& :
Nama Nama
[/ B 2 TR MR i

14




4.3 Ringkasan DPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGOARAN
BATUAN KERJA PERANGHEAT DAERAH

Provinsi/ Kebupaten/Kota *h....... Formulir
Tahtin Anggaran...... DOPAJSKPD
Cirgnniansl i e e MR

Fngkasan Dokumen Pelaksanaan Angearan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Saman Kerja Perangkat Daerah

Koele dumilah
Rekening e {Rp)
1 ] 3
Ecn:hp:l.in.n
Belanja
Surplus; (D i)

I-‘l.-.m:rimal:ln F'n.-.mtinynln

Pengeluaran Fembiayaan

I-"Eml:l-mnn Neta

Rencaiin Realisasi En:ﬂnn Penarikan Dans
Penerimaan per Bulan *) perBulan®) 000000 | s Jmrrggal. ...
Jamuar T ML [ R TEREEESA Anggran
e bruasl e Tebruari [T o
Maret - A Maret - - "
April L April RE o oooorrerns =
M T Mei RO i bk s
Juni TR Juni - E— ml?'_
Juli [T R Jall R
Agustus - TR Agutus L i ““""]:‘::i“‘
September B cin i Sepizmber | R
Cllctober o 1 SO Cllctotarr R assaiiiioiis U
Mo et T Y Mowember T A
Do me ke s T VR D merile r Rp...cconsannes _
Jumlah B i Juminh R Nama
o
Tum Anggoaran Pemernininh Daerah:
No. Nama NIF Jabatan | Tandn Tangan
i
]
dat

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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4.4 Format DPA-Pendapatan SKPD

Halamar. ...oooeuin
DOHIIMEN PELAKSANAAN ANGEARAN
ﬂ-’ﬁ'.l}'h'l.ﬂ HERJA WQ_HTDHEE&H Formulis DPA-
ProvimsifKobhupaten 'Kota......... PEMDAPATAN
“Tulyun AnpEATAL...... SR
Cirgusninas | EEXNNN
Rincian Dokumen Pelaksanann Anggarem Pendapntan
Samean Kerja Peranplont Dersh
Kide Rinctan Perhitungan Jumbnh

Mipning T Voltme Satmnn Tard Hargn TRp)

it [T i - Jiamlah
Rencana Realisas Pendopatam per Bulan®)
B R N Jgnngpal ...

Jatiuar Wbl s Pengmina Angearin

Felbirmumrs . 1. PO TS P e

[ T > B

Al Rlcrsreremrersrereren ”

Ml T NI ...

funi Bk

.1} hkair,

<Juli - R R TR

Agusiis T

Heptember Rp

Dlimotes B e s

Hovember kp
" Desember Ep ......................

Jumiah [T
Tin Anpggaran Pemerintoh Derad
No. Nama HiE Jabitan Tanda Tangan
1
2
fiE=

*| Besuai periodisasi SFD
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4.5 Format DPA-Belanja SKPD

DORUMEN FELAKSARAAN ANGOARAN
SATUAN KERIA PERANGHAT DAERAH

Formulir

DEA-
BELANMIA

O panisasi : ELEEE orecpeeerarmeres

SEPD

Hekapitulas) Dokumen Pelaksanann Belanja Berdassrion Program, Kegiatan dan Sub Gegiatan

Sumlialy

Hode

?lh.l.ﬂl'l

Lruisan

T

Belanja [Beiania | Belonin Tahun|
Modal | Tidak |TransfarJumiah|*!

| Terduga

10 11 13

13 | 14

ST e

ok —

M . L2 S o

- —
.H‘.'-_I,'.I'_E'F—E.._'.-:.. =3

Uruzam ...

Bidang Urusan .,

Hqinunl-..-.

Sub Koglatan ...

it .,

Kewiotan ...

Sub Keglaran ...

Palanja Perorjang Uniaan

st ..

Urusan ...

Program ..

Sub Kegintan ...

i

e

dnt .

jo Penunjang Urisan

E

c
g
E

7B
i
B

|

i

3
e
e |-
.
g

B FE

Helania Penunjang Urusan

E

dat ...

dat__

i

Henonnn Etl:l.l:l.nhm Omna per Hul.l&‘]-
Muret ZE: ...........................
Rp

Aprl
Ml

Jumd Rp
Juli Rp
gﬁmhﬂ ::E

Oiltober P iuerosiastababbisinid shaas
Henaanber TR R A
Tarsember BTN i b il
Jumlah Rp... i ¥

1 e = 5 B

* Sesual dengan periodisasi SPD
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4.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD

Halaman.........
DOFKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulr
BATUAN HKERJA PERANGKEAT DAERAH DEA -
RINCIAN
Provine /Kabupaten f Kota....... BIELANIA
Tahun Anggarsn...... AKPD
[ Momor OPA 1....... ot e e
Urgssn Pemerintahan & ® 0 oo
—m-.n! Ursan T TR
Pragriirm B TR T
Kegiatam =T T
Orrganisnm b MO i e
Unic D s e i 5.0 g e
| Alokcasl Tahun -1 T Rp. (perbiln
Aloknal Tahun i Bp. (cerh
Al ben ni Tahun =1 1 Rp. il.n.ﬂ:k‘ll.n'j
Indilator dan Talak LUkur Kinorja Keghinton
Indikataor Tolalk Ulcur Kerja Target Kinerin
Masuloan
| Keluaran
Hamil
Helompok Sasaran Kegintan:
Euh E.u-ﬂ,-.lu.l.-n OB M
Bumber Pentdnnain N
Hzml: ] . i (Prowin -hurmniam Keonmatan, Knbupaten / Ko sampei Deaa ] elurahan)
warnn Su H:!ll.tnn t (Kuantitas, n satoan disamalkan dengpan/sub kegintan)
[ Waku I-’al.l..lﬂ.l.n.l.l.n ¢ Mlulat.,.... -ii!l:npql,
Ketarangan I
Kode Rincinn Periitongen Jdumlah
Rekening Ui Koelinien / Entuan args PPN R Bl
Valume
h Anggaran Sub Kegiatan
Bub Hn.!ih'lln LI, 30
| Lot | {Provine sampai kecamatan, Ko'b/Kota sampa Deans Helarahas)
HKeoluaran Sub Eegintan ¢ (Kuantitas, dengan satunn disnennloan dengun fsub begntan)
'-_W'l.klu Peloknanann : Mokl E-I:I.ITI'FHII-
KoLerangsn I
Kode Rimcian FE:'hlmnll.n Tk
Rekening Uraian Kosliman Bntuan | Harga PPR  [[Rp)
Volurme
Jumiah Anggaran Sub Heginiun
Renoorns Pannnban Dana per Euiﬁ"-l
wJmrvkenri - { 1S (S — Jdonppalo,
Februar E TR SR VR T Penggunn Anpggnran
Mlarer Ep.......-.-.-...-...-.... —
Bl O o b
Jduni P RROET IS JAARERS ml:ﬂ;.m
Jduli Rp. ik
Apgrimtiin T Ay e— i i by b,
Boplembier Hp. PPRED
Ckeobr R AT : m
[ Flovermber o Ty M
Diesem ber | ——— il .
Aduamilah H_F.-.-.-.......-.......-._
Thm Anggaran Pemerintah Dasrab;
No. HMamn [RiF T Tétncln
]
a2
idml

*] Sesuai dengan periodisasi SPD
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4.7 Formal DPA-Pembiayaan SKPD

[ 3 [ 5 a1y

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUANKERJAPERANGKATDAERAH

Provinsi / Kabupaten/Kota........
Tahun Anggnran......

Formulir DPA-
PEMBIAYAAN
SKPD

Perangkat Daerah

Rinclan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiavaan Satuan Kerja

Drganisasi LN
Kode Uraian Jumilah
Rekening (1345 ]

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Llumlah Pengeluaran Pembayaan

Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per
Bulan®)
Januari |H;|'.| ..........................
Februari BB i
Maret BBl
Mei R covicoiverns
Juli RP s ccicver v iresesmiaiiis Mengesahkan,
Apustus e i s PPED
Oktober R b
November 1 T Nama
Desember ;o TO— —— NP cieriin
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
Mo, Nama NIP Jabatan (Tanda Tangan!
1
2
dst

*| Sesuai dengan periodisasi SPD
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4.8 Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)
KOP PERANGKAT DAERAH

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

Perangkat Daerah Lt - R
Program R T T e ———
Kegiatan R N R e O L P A e L)
Sub Kegiatan s e e s
Tahun Anggaran S R A

1. Latar Belakang Sub
Kegiatan

2. Maksud Dan Tujuan T WEBIRIAEL oo rovunimnunmnunnsns sumat sosasnsnnsy snnmiubsnanmsrpsbnmdss

Eeluaran - S N N —
Metode Pelaksanaan T AT TR A R R TR e
Sub KEegiatan
5 Gambaran/Penjelasan A R R v b bt ek ik A s A
Umum Aktivitas Sub
Kegiatan
6 Sumber Dana Dan T P R s i Ao N s L A e A AR g B .
Perkiraan Biava
7 Jangka Waltu R e e
Pelaksanaan
8 Kebutuhan Personil B A e s i A s
9 Rincian Dan Tahapan N R B A R
Sub Kegiatan

e

Purworefo, ....uoea 230,
Pengguna Anggaran PPTK Penanggungjawab Sub
Kegiatan

20



4.9 Format Rencana Kerja Operasional (RKQ)

KOP PERANGKAT DAERAH
EENCANA KERJA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN ...
LY 2ticeanunasnnns
KABUPATEN PURWOREJO
1. Nama Kegiatan
2. Jumlah Anggaran
3. Output
4, Lokasi
5. Waktu Yang Dibutuhkan
6. Sumber Pendanaan
7. Nama PPTK
: Waktu Angparan | Kinerja
Mo | Uraian Kegiatan (Minggu /Bulan) (Rp) (%) KETERANGAN
1 2 3 4 5 (5]

A | Persiapan

1

2

B | Pelaksanaan

1

2

3
%

C | Pelaporan

1

2

JUMLAH
Purworeio, .....cooeeene 20
Pengguna Anggaran PPTK Penanggungjawab Sub
Eegiatan
1 el E— T T

Petunjuk Pengisian:

1. Uraian Kegiatan
(diisi dengan lahapan kegiatan/sub-sub kegiatan yang merupakan proses
vang dibiayai kegiatan tersebut, pada dasarnya meliputi 3 tahap utama
vaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Misal: Kegiatan Penyusunan
RKPD, tahapan kegiatannya meliputi:

a.
b

persiapan (Contoh: Pembentukan tim, Rapat-rapat persiapan);
pelaksanaan {Contoh: Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan
SE Bupati tentang Penyusunan Renja SKPD, Pelaksanaan Konsultasi
Publik atas Ranwal RKPD, Pemantauan Musrenbang Kecamatan,
Pemantauan Forum SKPD, Desk wverifikasi hasil Renja SKPD,
Penyelenggaraan Forum Gabungn SKPD, Penyelenggaraan Musrenbang
Kabupaten, Sinkronisasi dokumen rancangan akhir RKPD dengan
legislative, Penetapan Perbup RKPD, Verilikasi Rancangan Renja SKPD,
Penyusunan Perbup Pengesahan Renja SKPD, Penyusunan Perbup
Perubahan RKPD);

Evaluasi (Contoh: Rapat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
Penyusunan RKPD, persiapan penyusunan Rancangan Awal RKPD t+1).

21 £



Waktu (Minggu/Bulan)

{Diisi dengan uraian jadwal pelaksanaan kegiatan sesual tahapan kegiatan
yvang telah diuraikan dalam nomor 1),

Anggaran

(Diisi dengan rencana biaya sesual dengan yang ditetapkan dalam DPA
SKPD atau DIPA/kalau dibiayai APBN).

Kinerja

{Diisi dengan jumlah persentase masing-masing tahapan kegiatan vang
dibandingkan dengan total pagu kegiatan).

Keterangan

(Diisi dengan penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari masing-masing
aktivitas /belanja agar lebih informatif).

E. Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

1.

Ketentuan Umum

Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

a. PPKD selalku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untulk
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi  perkiraan realisasi
penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya
yang datanya bersumber dan kompilasi dan sinkronisasi anggaran
kas SKFD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah
dacrah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek
pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap
bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.

b. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan
penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencena penerimaan
setiap bulan.

¢. Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah
daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek
setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam
DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas
belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk
setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah
ditetapkan.

d. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja
dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran
kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran
pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

e. Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai
dasar penyusunan SPD.

. Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen vyang dilakukan sccara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD
dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD
paling lambat 3 (tiga) hari scjak DPA-SKPD disahkan.
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Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2

(dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan
dana dalam DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah

kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan angparan kas pemerintah

daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak

dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

. Dokumen Terkait
lustrasi dokumen angearan kas antara lain sebagai berikut:
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3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

PRI SR ATEN T
WAGERRAN Lk
TRIEN WGl

betizre i

.

L T

Pl b e

bl P 4 P

ioeauiite

Prarse v

iy e D R g

o

R gl P 10 Sl P P O e

B 1 R R e s

SLIEH FamE FTRIL T L S L 1 R T B
[ Ere T e T

+mmf
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3.2 Format Anggaran Kas SKPD

I
|
e Py Y 1. e B i | i
kit b ek e in e o |
LN E U |
LT R rEr] — =y - TS L AN S
Pz Yy
. Bk & b i
e b e M s SR
Femgp ia - e |
kv i Bl b P 1
e e | |
— g
Do
gk 09
]
| -

F. Surat Penyediaan Dana (SPD)
1. Ketentuan Umum

PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

da. Anggaran Kas Pemerintah Daecrah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran vyang tercantum
dalam DPA SKFD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada

PPKD untuk ditandatangani.

Beberapa ketentuan terkait dengan SPD adalah sebagai berikut:

a. SPD secbagal dasar perminiaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD
atau unit SKPD setiap periodik.

b. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat
melakukan perubahan SPD atau dokumen vang dipersamakan yang
bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang
menyelengparakan fungsi SKPKD.
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c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat
kondisi sebagai berikut:

1] Ketersedinan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2] Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak,

3) Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas
pemerintah daerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD
untuk disahkan.

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala
SKPD.

3. Dokumen Terkait
Nustrasi dokumen SPD sebagai berikout:
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4.1 Format SPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
PEIABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
NOMOR.. e
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAMN

PPKD SELAKL BUD

Menimbeng © Bahwa untuk melaksanskan anggaran balanjssub kegistan tahun anggaran ....... berdasarkan
DPA SEPDYPerubshen DPA-SKEPD dan anggaron kasyang telah ditetapkan, peru disiapkan
rerdarasn de noan mensch®kmn St Pervedisan Tana (90T

Mengingst @ 1 PersturanDeersh. ... tenteng penctapan APSD/PAPBD Prov insi/Rabupaten/

Eota.... Tehun Anggamn.____
2 Pergturan KepalaDeershNomar__ . Tebhun.... tentang Penjabaran APED
Provine/Kshupatan/Komm . Tahun Anggamn... ... =

5 DPA-SKPDY Perubshan DPA-SKPD®) ProvinslKabupaten/Kota.._ Tahen .-
. -
8 IERL TILESEAN
Be rdasarkan Peraturan Deergh ProvinsiKebupsten/Mota_......, Tenggal .. Bulan

Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Provins fKabupaten/ K ota Tahun Angzaran
wssimeer MEne taphanfmenye diakan kredit anggaran sebagai be rikut;
1 Dwms=ar Penyediaan Dans
DPA-SKPDYPerubshan DPA-SKPD

1 Diunjpukan kepada SKFD -
3 KepafaSKPD
4 Jumlsh Peryediaen Dena Rp
{Terbilang e
5 Untuk Kebutuhan Bk it
6 Ikhiser Penyediaan Dang
& Jumlsh Dena DPA-5KPDY Perubshen  Rp.. ————
DPA-SKPD DORMIIIR o0 e S b J
b Akumulas SPFD Sebelummya - R I T M e, S
[Terblang J
€. SkaDanayang belum di 5PD-kan Hp. _—
(Terbilong.....c.o.... j
d Jumlsh Danayang di 5PD-kan saat ini Hp.
(Terbilang )
e. Sisalumlah Dana DPA- Ap.
SEPDPerubahan DP&-SKPD yang ;
bbe lum di 50-kan e o d
Kzt ntuan-katsntusn lain
Ditetapkan di:
PedaTanggal:... .
PPED SELAKLY BUD

Tembusm dieempathon kg
1. mIpakar
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3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana

Lampiran : Surat Peryediaan Dana SO0}

Komor 0 S —

lumiah

Jumlah Peryedaandina  Rp..—.
(terbiloeg . .-
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G. Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan

Ketentuan Umum

Penatausahaan pendapatan pada tahap penetapan, penerimaan
pendapatan, hingga penyetoran pendapatan, adalah sebagai berikut:

1.

a,

b.

Semua Pencrimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan

pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.

Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke

Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,

transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta

kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1

(satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau

nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat

tanda setoran (3TS). Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD
menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat

berharga yang dalam penguasaannya:

1} lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah
sulit dijangkau dengan  komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objelktif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari dengan
ketentuan:

a) UPT dan pasar daerah di wilayah Kecamatan Purworejo, Kecamatan
Kutoarjo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan
Bayan, Kecamatan OGrabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan
Pituruh, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kemin dan Kecamatan
Gebang dilakukan paling lambat 2 (dua) har sejak diterima.

b) UPT dan pasar daerah di wilayah Kecamatan Loano, Kecamatan
Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen dan Kecamatan
Bruno dilakukan paling lambat 3 [tige) hari sejak diterima.

2) atas nama pribadi.

Terkait dengan penerimaan dan penyetoran pendapatan, peraturan Bupati ini
mengatur beberapa ketentuan sebagai berikur:

d.

Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,

kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran

pendapatan daerah, dapat dibedakan:

1) Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati;
danfatau

2) Pendapatan yvang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapany).

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran pendapatan

Eﬂaeﬂi. penatausahaan pendapatan daerah dilaksanakan secbagai

rikut:

1) Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh
Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesual dengan
jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

2] Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanpa ada penetapan] didasarkan pada dokumen/bulkti
pencrimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan,
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3) Penatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada dokumen/

bukti meliputi:
a)
b)
cl
d)
e)

(SKPDKBT];

Nota Kredit dari Bank;
Sural Perjanjian;

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar (SKPDLB);

Sural Tanda Bukti Pembayaran (STBPj;
Surat Tanda Setoran (STS);

Dokumen penetapan lainnya yang sah sesual dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan;

Bukti lainnya yang sah
perundangan-undangan.
4)

Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

sesuai dengan ketentuan peraturan

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam

melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan

secara tunai dan non tunai, dengan cara:

a) Penyctoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan
dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukt lain
yvang sah. Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan
didokumentasikan dalam Register STS.

b} Penyetoran penerimaan
dibuktikan dengan
elektronik lainnya.

5] Penyetoran penerimaan
setelah Kuasa BUD
elektronik lainnya.

bukti

pendapatan secara non  tunai
notifikasi/nota  kredit/media

pendapatan daerah dari Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu,
menerima

dianggap sah
notifikasi/nota  kredit/media

Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan

wewenang Bendahara
SKPKD, sebagai berikut:

Penerimaan

dan tugas/fungsi SKPD dan

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah Bendaharn Penerimaan di SKPD yang
memiliki tugas dan WEWENANE
pengelalann pajak
Retribusi Dasrah Bendahara Penerimaan di SKPD vang

mermiliki tugas dan WEWEIANE
pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Eskayaan Daerah
vang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
vang Sah

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Daernh

Hibah

Diann Darursal

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Eetentuan Perundang- undangan

Bendahara Penerimaan SEPD  yang
melaksanakan fungsi BUD, kecuali:

1. Hal-hal terkait pajak dan retribusi
tetap  dikelola oleh  Bendahara
Penerimaan di SKPD terkait
Pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD
terkait

Pendapatan Hibah Dana BOS, Dana
kapitasi dan pendapatan lainnya yang
dikelola oleh Bendahara Khusus,

2,
3.

30
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penctapan dan Penagihan
Bagian 1 - Penetapan Pendapatan

1

2)

3)

4

9

&)

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau

pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan

pendapatan daerah.

Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b} Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D};

c] Surat Pemberitahuan Pajak Daerah [SPPD);

d} Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

e] Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih

harus dibayar.

Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib pajak/wajib

retribusi  sebagal dasar pembayaran dan kepada bendahara

penerimaan /bendahara penerimaan pembantu scbagai dasar

penagihan.

Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan Pembantu

melakukan validasi dan wverifikasi atas penerimaan pendapatan

berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2 - Penagphan

Penagihan atas pendapatan dacrah dilakukan dengan cara manual,
surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media
elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang
sebagal benkut:

1} Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan

2)

3)

4]

&)

dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.

Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal

yang tercantum dalam dokumen penetapan pendapatan,

Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak

yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah

Daerah.

Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penctapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada
pihak  ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pihak ketiga;

¢)] Petugas pemungut menyvampaikan tanda terima dokumen
kepada  Bendahara  Penerimaan/Bendahara ~ Penerimaan
Pembantu dan PPK-SKPD.

Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b} Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan
Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat eclektronik

penagihan pendapatan,
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&)

Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis
sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media
lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki
kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

1)

£

3)

4)

3]

6
7

8
9]

Penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu secara tunai, dilakukan sebagai berikout:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat
tagih, pihak ketiga menyetorkan kewsajibannya kepada
Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu.

b} Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah
uang yvang diterima dengan jumlah vang telah ditetapkan pada
dokumen penetapan.

c] Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan
Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak
ketiga.,

Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penermmaan Pembantu secara non tunai,

dilakukan sebagai berikut:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan
pendapatarn.

B Bendahara Penerimaan/Bendahara Penecrimaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

(1} Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

(2) Melakukan wverilikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jumlah uang wvang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan pada dokumen penetapan.

Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara Penerimaan/

Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai dianggap sah

setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan validasi.

Bendahara Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu

memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang

telah melakukan pembayaran.

Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan

dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembanitu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas
penerimaan pendapatan SKPD; dan

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi sebagai berikut.

Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan

pendapatan yang diterima langsung RKUD.

Dalam hal penerimaan pemberitahuan / notifikasi tidak

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan wajib

meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang
diterima langsung REUD;

Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara jumlah uang

yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Penerimaan pendapatan daesrah ke REUD secara non tunai

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.
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a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan
melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui
kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia
jasa pembayaran (PJP) dari lembaga keuangan bank dan non
banlk.

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking,
mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), internet banking, QRIS /Barcode, tapping, Electronic Data
Capture (EDC), Cash Management System (CMS) dan transaksi
berbasis elektronik lainnya.

c) Dalam  rangka  akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan rekonsiliasi secara triwulanan dengan Bank.

¢. Tahap Penyetoran Pendapatan

1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan
penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu
1 hari, kecuali kondisi geografis dacrah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektifl lainnya yang diatur dalam Peraturan
Bupati,

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud ke rekening
EEUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara lain
sebagai berikut:
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3.1 8T8

. " PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...
P e ETVE TSN PR SEPD -
nAEAAN SURAT TANDA SETORAN (5T5)
Mo, TS | PR,
Tanggal | R ST N
Bark | PECIEEERINLS
Mo, Rekening Bt
Fencrmaan tang gal o st
Harp diterima vang seb esar AP — — oo e [ terbilang. r—— 1

Dengan Aindan Pened maan sehajgar berfloo

UM LAM|
Menge tahui, Crisisp kan ola b,
Fengguna Anggaran/ Kuass Pengguna Bendaham Penerimasnf Bendshaa
Anpggamn
Mlammia,
"ﬁ'h—ﬂﬂﬂ--
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3.2 Register STS

T PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .
FHTRINTAS 1
TYAERAH TAHUN ANGEARAN e
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H. Pembukuan Bendahara Penerimaan

1,

Ketentuan Umum
Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan pengendalian atas
penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang menjadi
kewenangannya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagal berikut:
a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah

menggunakan buku-buku sebagai berikut:

1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

2) Register STS

3) Buku Kas Umum

4] Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan

menggunakan  dokumen-dokumen  tertentu  sebagai  dasar

pencatatan, antara lain:

1) Tanda Bukti Penerimaan

2) Surat Tanda Setoran

3] Nota Kredit Bank

4) Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen di
atlas

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur,

antara lain:

1} Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai

2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan

3) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum
Daerah

. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembuluan atas Penerimaan Tunat

1] Bendshara Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
penerimaan sesual dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatal penyetoran pendapatan secara funai ke RKUD pada
Buku Kas Umum {BKU) di sisi pengeluaran,

3] Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elekironik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non

Tunai

1] Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatal penerimaan di  rekening Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai berdasarkan
bukti penerimeaan (nola Kredit atau notifikasi perbankan
lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di
sisi penerimaan sesual dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembantu
mencatat penyetoran  pendapatan secara non  tunai
(pemindahbukuan) ke REUD pada Buku Kas Umum [BEKU) di sisi

pengeluaran.
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3] Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan,

¢. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1} Bendahara  Penerimaan/Bendahara Penerimaan  Pembantu
mencatal penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan
[nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah
divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan dan di
sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2] Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan olch PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain
sebagai berilout:

37 /



3.1 Buku Kas Umum

TAKUN ANGGARAN......

BRI BLAS LINIUAY
-7 0 —— -
: Kode . _
Mo, | Tanggal | No. Buktl Urafan Panarimaan | Pengeluaran Saldo
Rakenlng
Saldo Kag di Bendahars PenerimaanBendahan Penarimaan Pembantu
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| DRrosimng : WEIEAES
tard in g
2 Ture: . —
B Sank i -
Divatofui olak, Dz laplian aleh,
Pesgguna Anggaran/ Bendahars Pengrimaan/
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ﬁ
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3.2 Buku Pembantu Kas Tunai

Perlode:

3.3 Buku Pembantu Bank

LG PEMERINTAH PROVING MABUPATEN/KOTA .
FORALEN 1 EE [T N——
o TAHUN ANGGARAN........—

BUKL PFEMBANTL BAMEK
Perlode:

Disetujuiaieh,
Pengguns Anggaran
i v Fn gana
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I. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penenmaan Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara Penerimaan SKPD bertanggung

jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Pasal 139 ayat

{2) dan ayat (3) Peraturan Pemernintah 12 Tahun 2019, laporan

pertanggungiawaban Bendahara Penernimaan/Bendahara Penenmaan

Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya seccara
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Laporan  pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut
dilampiri dengan:

1] BEKU

2] Laporan Penerimaan dan Penyetoran

3) Register STS

4] Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

3] Pertangmungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menvampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil konsolidasi
dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapal persetujuan
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,

e, Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKFPD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda  bukt
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya
vang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

f. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.
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2. HKetentuan Pelaksanaan
a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bagian 1 - Bendahara Penerimaan Pembantu

L
2)
3)

4

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan
penutupan BKLU.

Bendahara Penerimaan Pembantu Mmenyusun Laporan
Penerimaan dan Penyetoran.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyviapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan
bukti penenimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara
Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Bagian 2 — Bendahara Penerimaan

1j
2)
3)

4)

3

6)

Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan

penutupan BKU.

Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan
Penyeloran.

Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti-bukti
penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
kebenaran  pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu yvang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan vyang merupakan gabungan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu,

b. Tahap Penvampaian LPJ Administraul

1

2}

3)

4

Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan Pertanggung-
jawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.
LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BRU

b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c] Register STS

d] Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e] Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PPK-SKFD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukt
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

b) Meneliti transaksi penyctoran beserta tanda bukt
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau

laporan terkait
c] Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya
Jika PPK-SKPD menemukan  ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada
Bendahara Penerimaan.
Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan
lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan
menyatakan tangpung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ
Bendahara Penerimaan kepada Pengpuna Anggaran.
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5] Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ
Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.
c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional
1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan
|approval), menyampalkan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD
2] PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi
penerimaan.
3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
antara lain schagai berilout:

3.1 LRJ Bendahara Penerimaan

LAPORAMN PERTANGGUNGIAWABAM
BENDAHARA PEMERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAMN PEMBANTU
SKPD
PERIGDE
&, Panerimaan [ - - T ea
1, Tunal melalul bendahara panerimaan, B i
2. Tunai melalul bendahara peneimaan pambantu 27+
3. Melalul ke mkening bendahars panedmaan [, | B _
4, pelalil ke rekening kas umum dasrah [, |+ A
B. Jumlah penarimaan yang harus disetorkan [A1+A2+03) AP misasisssimas
Jumlah penyetoran RP: =acerssans -
. Saldo Kas di Bendahara B =i
1. BendaharaPenarimaan 1+ E——
2. BerdaharaPenerdmasnPembaniu .. ... R i i iens
3. BendaharaPenafimaanPembanty..... |, - KR
4, -dst..... P &
Dinetujui aleh, Disiapkan aleh,
Fengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan
HiEaes PEmppuns AmpEaran Bendahara Penerkmann Pembantu
; B
&
o]
HMama Mama
WP ... [ |
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3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH PROVINSE/KABUPATEN fKOTA ...
SKP D s
TAHIN ANGGARAN. o

LAPDRAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN
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Rekonsiliasi Penerimaan

1.

Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD

melakukan  verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi

penerimaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan wverifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1} Kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan

2] evaluasi kesesuaian realisasi dengan targel penerimaan

3) analisis capaian realisasi penerimaan

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungawaban,
PPKD sclaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periodik
yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen vang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
REKUD.

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi
penerimaarn,.

Dokumen Terkail

llustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai berikut:



3.1 Rekonsiliasi Penerimaan

K. Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
REKONSILIASI PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN .. eeeee

Pendapatan Daerah berdasarkan LPJ Bandahara Penerimaan Rp.

Transaksl-transaks| pendapatan yang ditesima aleh BUDtetapl tidak
tercatar oleh buky Bendahara Penerimaan/Bandahara Panerimaan

Pembantu
| HE R A LR A,
B it Rp.
£. Dst Hp.
Totzl Rp.
Error/Kesalakan Pencatatan Penenmasn
B siiiatisisicsti bt Rp. |
- Rp. i
c. Dst Rp. |
Total Rp.

1. Ketentuan Umum
Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi
daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar
(SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
dacrah. Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah
sebagai berikut:

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersanglkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan
membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya

berulang dan terjadi pada tahun vyang sama maupun tahun

sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikout:

1} penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan

2) objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1} Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

2) rekomendasi APIP;

3] rekomendasi BPK-RI;

4] putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidalk
ada upaya hukum lainnya; dan/atau
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1.

5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi, vang dimaksudkan untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.

2] memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2] adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yvang sudah disampaikan.

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil

verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar (SKPDLB),

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau

dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak

daerah dan retribusi daerah.

Pengguna Angparan berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau

dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak

daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan

pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak

daerah/retribusi daerah kepada BUD.

Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan

pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat

Perintah Pembayaran (SP2) untuk penpembalian kelebihan

penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan

memuat inlormasi, aliran data, seria penggunaan dan penyajian

dokumen yvang dilakukan secara clektronik.

. Ketentuan Pelaksanaan
a, Tahap Penerbitan SKLB

1} Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas
penerima-an pendapatan daerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

4] PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan

pendapatan daerah

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan

Penerimaan Dacrah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun vang sama maupun
tahun sebelumnya

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama
Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada
rekening penerimaan yang bersangkutan,

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

akan memproses pengajuen LS pengembalian atas kelebihan

pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja

tidak terduga.
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¢. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
vang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama,
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan
terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan
daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yvang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya,
Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah dimaksud vang dibebankan pada BTT.

L. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
1. Ketentuan Umum
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui

schagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periopde tahun
anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah, yvang mengurangi ekuitas dana lancar,
yvang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan wurusan
pemerintahan yang menjadi Kewenangan provinsi atau kabupaten/kota
yvang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan
belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik, Dalam Peraturan Bupati ini,
pelaksanaan belanja diatur sebagai berikout:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran
keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:

1} meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

3} menguji ketersediaan dana yang bersanghkutan

e, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dann PA/KPA apabila persyaratan
tidak dipenuhi.

. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
wajib pungut Pajak Penghasilan (FPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak  yang
dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Atas persetuyjuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.,
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b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

c. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA vang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTEK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

e. Dalam hal wvang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,
PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening
PFTK.

. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yvang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar
1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uwang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

¢] PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NFD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,.

¢) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar scbesar yvang tercantum secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTE melakukan
belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
Pada saal pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atan
pelaksanaan sub kegiatan telah sclesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri
dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai
bahan pertanggungjawaban belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan

pembayaran tersebut secara nontunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTK.
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d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan wuang panjar, PPTK melakukan pengembalian
kelebihan wuang panjar secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke relkening Bendahara

eluaran,
b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1} PPTK melalkukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak
penyedia barang/jasa.

2) Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan
bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materiil,

3) Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD.

4] PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan.

5/ PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD  dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

6) Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja
disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi.

7) Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti vang
sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai.

8) Pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan
dani rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

¢. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berilkout:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

¢) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan
atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bulti transalesi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verilikasi,
Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan
perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ
Pengpunaan UP,

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahasn belanja antara lain
sebagai berikut:
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M. Penetapan Besaran Uang Persediaan

1.

Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (sclanjutnya disebut UP) merupakan

kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam

keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP yang
dilakukan oleh BUD. Beberapa ketentuan umum terkait penetapan
besaran UP untuk setiap SKPD adalah sebagai berikout:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja vang direncanakan tidak
mengeunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara secbagai berikut:

Alternatif 1: Membagi total belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumiahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal,
belanja tak terduga, dan belanja transfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan
UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan
DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung,

¢. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ
UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman
tahun-tahun sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan
Proyeksi frekuensi pengajuan LP] UP dalam setahun

Besaran UP =

Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu

anggaran SKPD.

d. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang
dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini
(angka hanya sebagai ilustrasi):

1} maksimal Rp 50.000.000,- untuk Pagu DPA SKPD sampai
dengan Rp 500.000.000,-.

2) maksimal Rp 75.000.000,- untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 1.000.000.000,-.

3) Maksimal Rp 100.000.000,- untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp 1.000.000.000,-.

N. Proses Pelimpahan Uang Persediaan
1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan [untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan
UP] adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk
memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang
dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Pelimpahan UP digunakan
untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses pelimpahan UP ini
muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa Bendahara
Pengeluaran Pembantu  hanya  berwenang untuk mengajukan
permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.
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Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persctujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangken dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta waktu pelaksanaan kegiatan,

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait.

[. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah seclesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalul pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan
usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna
Anggaran.

¢. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait,

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

0. Permintaan Pembayaran

L.

Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh

Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses

pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan pembayaran memuat

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elekironik,

Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan SPD.
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Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD

dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui

PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain vyang

dipersamalkan dengan SPD.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran

anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran

pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain

yang dipersamakan dengan SPD.

SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP,

SPP GU, SPP TU, dan SFP LS, Sedangkan SPP yang dapat diajukan

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPP

LS.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP. Pengajuan SPP

UP diajukan dengan melampirkan keputusan Bupati tentang besaran

UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP

GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan

UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat

mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP

Uup/GuU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari

PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu

penggunaannyva ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal sisa

TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke

Rekening Kas Umum Daerah., Pengajuan SPP TU dilampiri dengan

daftar rincian rencana penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:

1) Kegiatan yang peclaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau

2) Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA,

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran:

1} gaji dan tunjangan;

d) kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang

dan jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara  Pengeluaran

Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya

kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP L8 untuk pembayaran pengadaan barang

dan jasa oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya

tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK,

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan
UP yvang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
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b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali
dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan
pertimbangan:

1] ketersediaan kas di RKUD,;
2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS;
3) besaran anggaran SKPD.

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang besaran
UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang
persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja wyang telah
diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran
UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1} Ringkasan SPP-GU,;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub
rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait
lainnya vyang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu. Penpgajuan  permintaan
pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU yang terdiri
atas:

1] Ringkasan SPP-TU;
2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub
rincian objek.

{. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari
REUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran
gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan
pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke
penerima  (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu).

g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran
antara lain:

1] hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;

4) bantuan keuangan;

4) subsidi;

53] bagi hasil;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan
yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;

7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan
sesual dengan jenis pengajuannya berdasarkan Ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini
didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas;

1} Ringkasan SPP-LS;
2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan
sub rincian objek.

i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk
pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1} Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;

2] Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran
UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
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b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1)
2

8

4

3]

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-(GU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui

PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggung-

jawaban UP.

Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan

oleh Bendahara Pengeluaran.

SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit

60% (enam puluh persen) atau batasan tertentu sesuai dengan

kebijakan daerah masing-masing.

Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yvang

disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang
lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b} Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-
Gl.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1)

2)

Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD,
untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut
memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesal,
(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.
b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
sebagai syarat pengajuan permintasn belanja TU vyang
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.
c] Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.
d] PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan
permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a)] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima Dafltar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.
b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:
(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran,

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

(3] Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen
yvang mendasarinya,;

c¢) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam
SPP-TU:

d} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut
kepada PA/KPA melalui PPR-SKPD.
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d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

b)

d)

PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji
dan Tunjangan.

Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani olch
pejabat sesuai kewenangan;

(2] Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai
yvang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang meliputi:
(a) eaji induk;

(b) gaji susulan;

(] kekurangan gaji;

(d) gaj terusan;

(e} SK CPNS;

() SK PNS;

(8] SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan;

(i) kenaikan gaji berkala;

jl surat pernyataan pelantikan;

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas,
{l) daftar keluarga (KP4);

{m) fotokopi surat nikah;

n) fotokopi akte kelahiran;

o} surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
)5} ﬁt keterangan masih sekolah fkuliah;
{q) surat pindah; dan

(r] surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan

peruntukannya.

Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan

dokumen pendukung, Bendahara Penpgeluaran memverifikasi

rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara
lain:

(1] Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa
anggaran;

(2] Menelitii dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah
disediakan;

{3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

Berdasarkan  hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan

Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan

Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA

melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran L3 Pengadaan Barang dan
Jasa

a)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu
kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen
pengadaan yang dimaksud antara lain:

(1} dokumen kontrak;
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b)

d)

(2) berita acara pemeriksaan;

(3) berita acara kemajuan pekerjaan;

(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;

(5) berita acara serah terima barang dan jasa;

(6) berita acara pembayaran;

(7) surat jaminan bank;

(8) surat referensi/keterangan bank;

(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank
RKUD;

(10)surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan
untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai
dengan berakhir masa kontrak;

(11)dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak- kontrak
vang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
penerusan pinjaman /hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan

jasa yang dilakukan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa

dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak
melebihi sisa anggaran;

(3] Meneliti kelengkapan dan wvaliditas perhitungan atas
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),
dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan

permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang

didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

mengajukan  persetujuan permintaan pembayaran LS

Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui

PPK-SKPD /PPK-unit SKPD,

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga
Lainnya

b)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu
kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung
berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung
lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
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{2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yvang
akan diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti  kelengkapan dan  waliditas  perhitungan
berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen
pendukung lainnya.

d] Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS
kepada Pihak Ketiga lainnya vang didokumentasikan dalam
SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

e] Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD.

3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:
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a. SPP-UP

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJHO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
I D e vy by W aa s A A Bl e i e

Uang Persediaan

EPP-UP

Nama SKPD

Nama PEI!IE_IJ.I‘IE Anggaran : e o A S Sl

Nama Eend_ahnra Fengﬂgi.r_q.n Ml  rerenmmaraman AT
NPWP Bendahara Pengeluaran :

o B B2l o e

Kama Bank

Nomor Eekening Bank

Untuk Keperluan

| |

&£

Dasar Pengeluaran : SPD.......... Nomer:...... tanggal........on

No Uraian

=

1 |SPD

II |SP2D Bebelumnya

N 5 s idisibinamsns s Jﬂmnm" Rp.
}I‘angg&l: Ih'nmnr. RN -]

TR =i bonirrasiia IDBE iiicncsiniiioniis RN

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini.

Lembar Asli : Untuk Penpgguna Anggaran / PPE-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMEBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
NOMIO § e irrrerarssmsssssransnsnas

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiak

{Nama Kegiatan/SubKegiatan |

1 |xaoeosmanoon

2, [Xa000L 00N
3 |dst
lama Kegintan) SubKegiatan 2

I s

ROLTERLETE. 000 e

EOHEREEREE  Ldenssesssisasssens H

MO0 0L

| = & | =

dst

Nama Kegiatan, SubKegwatan 3

9, |xseuouo oo  i— S ——
10, [dst

Tm.u Eimid riviriridinib e
Terbilang : ## .........ccoovn.. TUpiah##

Mengetahui/ Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
- 11 R REEEEE R MR e
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. SPP-GU

PEMERINTAH EABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
i Lo 18t i P L Lo b G oS e e,

Nama SKPD

Nama Pengguna Anggaran | i e b
Nama Bendshara Pengeluaran ] e

NPWP Bendahara P:nﬁelumn

Nama Bank
Nomor Rekening Bank

Untuk Keperluan A RS M e AR T e

R 2ol Bl ol B ]

Dasar Pengeluaran ¢ IBPD eeaarne. HOMOE: covnueiens BAERATL ooooveneiies

Sebesar; RO iiiiianng
[ Terbilang

No Uraian

1 [sPD

] 4 NOMOL: oot eansiassisnnnas

TRREEN : o compissiiinsaiminassis ROBES corcvicrrrmivnsss

8| 8| #

|y — DT i i

I |8F2D Bebelumnya

TR & o iidi irsaannimsnrinric NOMIOL: vvvvueeeesrenessss |RE

Pada SPP ini ditctapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar
kelengkapan dokumen SPP ini.

wrveveese EATEEAL ovevens
Bendahara Pengeluaran

(tanda tangan|

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPE-SKPD
Saliman 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 ; Untuk Bendahara Pengeluaran

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
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PEMERINTAH KABUFATEN PURWOREJD
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
IOTROE 2 soeccnmrscsrsnssnstsromsannsens

Tahun ANgEaran | ...

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rekening Uraian Nilal Rupiah

Nama

EegiatanSub Kepatan |

I ES 1.5 5 % .. % + + S /ORI

2. T N

E.r

dst

Nama

Kegiatan Sub Kegiatan 2

4.

L 8o 0 b 0. 3, . A (TR FITEITIRY o

5

I IERES =000 bssesesesisia =

.

b o+ o

T.

b0 s s e e 0. SR F—— R

8.

dst

(Nama Kegiotan/3ub Kegiatan 3

9,

10,

mﬂ aErrtnteEree ki S

Mengetahui/ Menyetujui: [Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
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¢. SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

T T ot e i i e

Tambahan l]ttlg Persediaan

SPP-TU

1, Nama SKPD/Unit Kerja

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan

3. Nama Pengpuna Anggaran/Kuasa Pengguna

4, Nama PPTK

5 Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara

6. NPWP _Bendahara Penpgeluaran/Bendahara

7. Nama Bank

H. Nomor Rekening Bank

9. Untuk Keperluan

10. Dasar Pengeluaran SPD...... Nomor:...... tanggal
Sebesar: Rp .....
[TErBaIOn oo siaivemiris s siaiens ]
No Uraian . :
1 1
1 [SPD
TROEEAl 2 v i MOIROES «vovriiisransan Ep
TROBEAL © iisuirssassniassisanniviseis NOmMOT: .ivvavesssanes Rp
Igt Fam— Dat: .. Ep
11 |SP2D Sebelumnya
TOOREAL T rvvsvrasarsisimrsaaniss NOmMOT? ccoscissssissss Rp.
T =l R R MNOMUOET asiiiismnsiis Ep.
EMEE & s cisinrpincns sophocasisads DI, o ot td acnas Rp.

pada daftar kelengkapan dokumen 8PP ini.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

[tanda tangan)

[nama lengkap)
NIP.

Sallnan 1 : Untuk Kuassa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran / PPTK
SBalinan 3 ;: Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran / PFTK

ceanenes tATIEEAL.. ...
Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu

[tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran /PPK-SKPD
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
57 0 1

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
L EXXIEIEEREE. =000 Besassecskseeesmseiinanie

PE R s & ol 4

3. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4. [rooooooooo
& EEIMOLEEXRIEX. = 000 Bersseeeeseees RCARARASECL
G ROOOOERE =00 s
TEREEEBEEDE = [ebasadeeseepbisssnas
8. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
% EIEIEEIIERNE. =000 e
10, |dst
TOTAL i cssmsisisisiainn
Terbilang : ## ................. rupiah##
Mengetahui/ Menyetujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
BRI SR 1
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d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPFP)

Fi (575 10

Langsung Gaji dan Tunjangan

SPP-L&

1. Nama SKPD/Unit Kerja

. Kode dan Nama Sub Kegiatan

. Nama Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

. Nama PFTK

. Nama Bendahara Pengeluaran

2
3
4
5
6. NFWP Bendahara Pengeluaran
T
a8
o

. NamaBank =0 0200000 000 B | s :
. Nomor Rekening Bank 8 | arssvai dnvaresn ki p b s b
. Untuk Keperluan . ] s TR
10. Dasar Pengeluaran : |BPD .... Nomor: .... tanggal .........
BEDEBAT: TP - vosovssrivnrisrisivonnas
[ Terbilang |
No Uraian
1
1 |SPD
TATRERIAL T v cirimsiarsisrisimnansansis 1Humm*. ............... Rp
Tanggal @ ...orcveveee R FRCRERR {Nomor: ... Rp
B 3 i i s Dt s Rp
II |SP2D Sebelumnya
TADEREL © .ococcimssiarsnmsramnssnnsess Nomor; oo Ep.
TROEEAR vt b Namaor: Rp.
IME 7 iierierienaminninats eiesres IR i iurantiis Rp.

daftar kelengkapan dokumen SPPini.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada

Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan

(tanda tangan)

(nama lengkap]
NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran /PPK-S8KPD
Balinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran /PPTK
Salinan 3 ; Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran /PPTK

Bendahara Pengeluaran

[tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBEAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor :

Hn[Enth:knn.i.ng

IUrniﬂn Nilai Rupiah

[Nama Kegiatan, Sub Kegiatan 1

1. |30t or o X

19000 00 NN O

3. |dst

[Name Kegiatan/SubKegiatan 2

4 13300300 XXX, 00

D, 1300300 XN, 00X

6. [X.300.00. X0 X100

_‘F.m

8, 1dEt

Nama Kegiatan/SubKegiatan 3

O, 1303000 300 00 X0

II].II:Ist

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

11 5.1 PE——

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

ama Len
i ke g
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. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPF)
[T [ kR SRS SR S

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

1. Nama SKPD/Unit Kerja

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

3. Nama Pengguna Angparan / Kuasa Pengguna

T o T o - ST —— S —— an
5. Nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara = | 1] ccccicvermmimismeimssessces
6. NPWP Bendahara Pengeluaran / Bendahara
7. Nama Bank
8. Nomor Rekening Bank
0. Untuk Keperluan R R S e s ;
10. Dasar Pengeluaran . : |SPD ...... Nomor: ......... tanggal ....
Sebesar; Rp
(Terbilang ... —
No Uraian
1 |SPD
Tangzal : .. Nomor: Rp.
Tanggal : .. Nomor: Ep.
gL e PR UL DL - v nsansmsammags pr.
11 [SP2ZD Sebelumnya
Tangeal @ ..ocoovesr Nomor: Rp.
e T — Nomor: . Rp.
11T o MR R SO e Dat Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yvang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar

kelengkapan dekumen SPP ini.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu
(tanda tangan] [tanda tangan)
(nama lengkap) [nama lengkap)
HIP. NIP.

Lembar Asll : Untuk Pengguna Anggaran f FPK-SKFD
Balinan 1 ; Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bandahara Pengeluaran /PPTE
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS| BARANG DAN JASA

Nomor : ...

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. |%aonsoc o oot

. |50 00 N0

3. |dst

Nama I'El:giem.n.FEﬁ Kegiatan 2

R0 20000200 000

3N 200 0 N

300 300 X 00 XK

330 300 X000 KL R

i = ;oo e

dst

Nama Kegiatan/SubKegiatan 3

0, [x.00,300. 200300 XXX

10. |dst

Mengetahui / Menyetujui:
Pengguna Anggaran |
Kuasa Pengguna Anggaran

IR iiiniianunbinn camin

(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

s #



I. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

PRI i o e s AR

Langsung Pihak Ketiga Lainnya
SPP-LS

1. Nama S8KPD/Unit Kerja ; SRR AR B AR R A R R
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan R S TR P
3. Nama Pengguna Anggaran,/Kuasa Pengguna i o ok e G
5. Nama Bendahara Pengeluaran :
6. NPWP Bendahara Penpeluaran - AL A
7. Nama Bank - A L A S SR A
8. HomnrR:l-:::nin;B.u.n.l-: - e A AN N S
9. Untuk Keperiuan L e

10. Dasar F':“EEHPE'” 1 [BPD ... Bomor: ... lmlﬁa_l
Sohesar: RP .icciicsssssssi

PRI | i i ais b E A

NoUralan

I [SPD
TABEEEL & couscvomes swimmmssnnsisonss NOMOL: ....occiinnnin Rp.

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran vang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar]
kelengkapan dokumen SPP ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BE;;;I.l.ln Pengeluaran/

[tanda tangan) ftanda tangan)

(nama lengkap) (nama lenglap)
NIP. NIP.

Lembar Asli : Untuk Pengpuna Anggaran / PPK-SKPD
Salinan 1 ; Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/FPFTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTH
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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) PIHAK KETIGA LAINNYA

Nomor : ...

Tahun Anggaran : ...........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Eode Rekening

Ueaian

Wilal Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

1. a3, 200 200 20 X

Z

O O O OO OO

3.

st

Nama Kegiatan /Sub Kegiatan 2

4.

L L T L

|||||||||||||||||||||||||||||

B

XN XM KX XEX

6.

L O L A R RN

T.

0L L N, KOO

A.

dst

MNama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

O L KO XK

10.

dst

Mengetahui,/ Menyetujui:
Pengguna Anggaran

70
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(Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran



2. Format Kwitansi Dinas

PLMIRINTAH KARUPATEN Meuded : 20/ PD Lbr.
PRIRSCHLE MY
s Kis | Katebiges .
iy Frag Pum : By
Lode Raa My [ Ep
Totmh @ H P i Rp 0.5
etz Rp 0,6
St tanimk dan | FeERmnniah dabupten Fursmrejs
Uang ahruy H Erndatars Fengebisoan
Tartilang - . b Purwotejn
Bust membayar
PRE.
Mangéiahus
FFTL,
Bevguna buat | sttt iess R BARpLON Parwero
m Erm i e
Eagistan I e o e
Sib Eegiman
Furvsrapo,
Sefuis dibayar hlrmgetah
Bund, Feng. Fanshanti R T T Tonitn TeAan yang Menerdrd
F Fenggund Anpaanan,
terlamar
e EIE ]
hie, i, ¥amg manerens :
Ba i yang talah dbeld
Pekataan vang letah welendi
dilriainn steh pamiboring
| Pameganyg eefilans |
Fenyelenggara |
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4. Kelengkapan Bukti Pengeluaran Yang Sah Atas Pengeluaran Seliap
Rincian Objek Belanja

URAIAN OBYEK

BELANJA KELENGEKAPAN/LAMPIRAN KETERANGAN
Honorarium
Honorarium a SK - Ditandatangani
Organisasi Bupati/ Pengguna
Pengadaan Anggaran /Kuasa Pengguna
Anggaran (sesuai batas
kewenangan)
b, Laporan Hasil Kerga - Ditandatangai oleh masing-
Crrpanisasi Pengadaan. masing Orpanisasi Pengadaan
¢, Kuitansi Dinas.
d. Daftar Penerimaan Uang. = Diketahui Bendahara dan
FPTK
e, Bukt Sewran Pajak/E- .
___ Billing,
Honorarium Tim o SK Tim, - Ditandatangam
Pelalksana Keiatan/ BupatifSekretaris Daerah
Penvusun Dokumen (sesumi batas kewenangan.
Daersh
b, Undangan Sidang, = Ditandatangami
BupatifSekretaris
Daerah/Pengguna Anggaran
(sesual batas kewenangan)
o, Daftar Hadir. = Diketahui PPTK
d. Motula Sidang, = Diketahui Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Angearan /PPTK,
Ditandatangani oleh Pimpinan
Rapat
e, Kuitansi Dinas,
f. Daftar Penerimaan Uang. - Diketahui Bendahara dan
PPTK
g Bukti Setoran Pajak/E-
Billing,.
Jasa Tenages Kontrak | a. FC. Perjanjian Tenaga - Ditandatangani Pengguna
Kontrak dan Surat Tugas. Anggaran/Kuasa Pengguna
AngEaran.
b. Daftar Hadir. = Diketahui Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
¢. Laporan Hasil Pekerjaan - Diketahui Pengguna
JKertas Kerja. Anggaran /Kuass Pengguna
Anggaran
d. Kuitansi Dinas.
e. Daftar/Tanda Penerimaan - Diketahui Bendahara dan
Uang. PPTK
f. Bukt Setoran Pajak/ E- - Bagl penghasilan kena pajak
Billing,
Jasa Narasumber a. Surat Permohonan - Ditandatangani Pengguna
Narasumber. Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
b. Daftar Hadir. - Diketahui Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran [PPTK
c. Mater,
d. Kuitansi Dinas.
e. Daftar Penerima Uang, = Diketahui Bendahara dan PPTK
f. Bukti Setoran Pajak/E-

Billing.

Uang Saku Piket dan | a. Surat Keputusan Tentang

Transport
Pengawsalan

Petugas Piket/Pengawalan,

- Ditandatangani Pengguna
Anggaran /Kuasa Pengguna
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b, Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekerjaan
dari PPTK/PPKem.

KELENGHEAPAN KETERANGAN
b. Jadwal Piket/Pengawnalan. = Ditandatangani Pengguna
Anggaran /Kuasa Pengguna
Anggaran
. Surat Tugas. = Ditandatangani Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
d.  Kuitansi Dinas.
e, Dafltar Penerima Uang. - Diketahui Bendahara dan
PPTK
# Bukti Setoran Pajak/E-
Billing.
B Belanja Barang
a. Pagu Milad a. Bukii Pembelian. - Nota/Euitansi dengan paraf
Ep 0 s/d < 50 juta penerima.
b, Kuitansi Dinas.
£, DBukt Setoran Pajak/E- = PPN dan PPh untuk pembeliann
Billing. diatas Rp 2.000.000,00
- Belanja Makanan dan
Minuman Rapat ditambah ;
Surat Undangan, Daftar Hadir
dan Motula
= Belanja Makanan dan
Minuman Tamu ditambah :
_ _ Daftar Hadir dan Notula
b. Pagu Nilai A. Surat Perintah Kerja [SPK], = Antara Penyedia dmgun PPEom
2 50 juta s.d <
200 juta b. Bukiti Pembelian, - Kuitansi dengan paraef PFEom
. Surat pemberitahuan - Apabila pekerjaan mengalami
potongan denda keterlambatan
keteriambatan pekerjaan
dari PFTK/PFK.
d. Kuitansi Dinas,
e. Bukti Setoran Pajak /e- - PPN dan PPh untuk pembelian
Billing, diatas Rp2.000.000,00
c, Pagu nilai @ 200 o,  Surat Perjanjian,Kontrak. - Antara Penyedia dengan
Juta FPEom
b. Surat Perinteh Pengiriman. - Dari PPKom kepada Penyedia
Barang
©. Bukti Pengiriman Barang, - Penyedia Barang
d. Surat pembenitahuan - Apabila pekerjaan mengalami
potongan denda keterlambatan
lketerlambatan pekerjaan
dari PFTK/PPK.
. Foto/buku/dokumentasi - Penyedia Barang
tingkat kemajuan/
penyvelesaian pekerjaan.
f. Berita Acara Serah Terima Pemrﬁdinhnrnnglu FFPEom,
Hasil Pekerjaan.
- PFlmm ke PA/KPA
g. Berita Acara Penerimaan - Dari PA/KPA ke Penyimpan
Barang. Barang,
h. Berita Acara Pembayaran.
i, Ruitansi Dinas,
§.  Buktl Setoran Pajak/E- - PPN dan PPh untuk pembelian
Billing, diatas Rp2.000.000,00
B, Pengadaan Jasa
Konsultansi/Jasa
Lainnya
B Pagu Nilai Rp 0 juta |a.  Surat Penintah Kerja (SPK). - Antara Penyedia Jasa dengan
a/d < 100 juta PPEom.

- Apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan.
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BELANJA

EELENGHAPAN/LAMPIRAN

KETERANGAN

Foto/ buku/dokumentasi
tingkat
kemajuan/penyelesainn
pekerjaan,

Khusus untuk pekegaan
konsultan yang perhitungan
harganya menggunalkan
binya persont] (flling rate),
berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan
dilampiri dengan bulkti
kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan
dan bukti

penyewaan/ pembelian alat
penunjang serta bukt
pengeluaran lalnnya
berdasarkan rinclan dalam
SUral penawaran.

Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.

Kuitansi Dinas,
Bukti Setoran Pajak/E-
Billing,

Invaoice.

- Penyedia Jasa

- Penyedia Jasa

- Dari Penyedia Jasa kepada
FPPEom selanjutnya
diserangkan ke PA/KPA.

- PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2,000.000,00

Pagu nilai & 100
Juta

o plr Ee

L)

=®

Surat Perjanjian/Kontrak.

Surat Perintah
Melaksanakan Kerja [SPMEK).
Surat pemberitahuan
potongan denda
keterlambatan pekeraan
darl PPTE/FPKom.
Foto/buku/dokumentasi
tingkat kemajuan/
penyvelesaian pekerjaan.
Ehusus untuk pekerjaan
konsultan vang perhitungan
harganya menggunakan
biaya persondl [billing rate),
berita acara prestasi
kemajuan pekerjann
dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga
konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan
dan bulkt
penyewaan pembelian alat
penunjang serta bulkti
uaran lainnya
berdasarkan rincian dalam
surat ]HI'!.E.II"EIE.R-
Berita Acara Ssrah Terima
Hasil Pelperjaan.

Kuitansi Dinas.

Bukti Setoran Pajak/ E-
Billing.

Trwecrioe,

- Antara Penyedia Jasa dengan
FPRom

- Antara Penyedia Jasa dengan
PPRom

- Apehila pekerjaan mengalami
keterlambatan

- Penyedia jasa

- Penyedia Jasa

- Dar Penyedia Jasa kepada
FPEom selanjuinya diserahkan
ke PASKPA,

- PPN dan PPh untuk pembelian
diatas Rp2.000.000,00
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URAIAN OBYEE

KETERANGAN
NO BELANJA KELENGEAPAN/LAMPIRAN
7. | Belanja a. SPFR/Perjanjian Kontrak - Antara Penyedia Jasa dengan
Barang/Jasa yang Kerja PPEom,
diserahkan kepada
masyarakat b, DBerita Acara Serah Terima = Dari Penyedia Barang/Jasa
Hasil Pekerjaan. kepada PPEom selanjutnya
Untuk Belanja diserahlkan ke PA/KPA
Hibah/bansos 2. NPHD [Naskah Perjanjian - Untuk Belanja Hibah
berupa Uang belum Hibah Daerahj.
diatur d. BSK Bupati Penerima
Hibah/Bansos.
e, 85K Bupati tentang - Apabila dilimpahkan
Pelimpahan Wewenang.

f. Kuitans: Dinas,

g. DBuktl Pembelian, - PPEom dalam bentuk parafl
pada nota

h. Bukti Setoran Pajak/E- - PPN dan PPh untuk pembelian

N Billing. diaias Rp2.000.000,00
8. Belanga Pengiriman | 8. Undangan/Surat Penawaran. | - Darl Pihak Penyelenggara
Kursus, Pelatihan, b,  Surat Tugas dan SPPD, = Ditandatangai Pengguna
Sosialisasi dan AngEaran
Bintek e, Tanda Ternma Unng/Bukt
Pembayaran.
d. Laporan. - Ditandatangani yang
melaksanakan tugas
9. Belanja Deasiswa a. FC SK Penctapan Penerima | - Ditandatangani Bupati
Pendidikan PNS Beasiswa
k. FC. Surat [fin Belajar = Ditandatangani Bupati
¢, FC. Pernyataan Aktif sebagai | - Dikeluarkan Pihak Perguruan
Mahasiswa Tinggl

d. FC. KEartu Mahasiswa

g, FC. RKS Semester Awal

f. FC. KHS Scmester

selanjutnya
g. Tanda Terima Bea Siswa
10. | Belanja Premi a. Dokumen kontrak. - Sesual peraturan presiden
Asuransi Kesehatan yang mengatur Jaminan
Kesehatan pada Badan
Penyelenggaran Jaminan
Sosial Kesehatan
b, Kwitansi Pembayaran.
. Bukti Setoran Pajak/E-
Billing
11, | Belanja Perjalanan a. Undangan/Disposisi - Yang melatarbelakangi
Dinas Dalam Daerah pelakeanaan perjalanan
dinas.

b. Surnat Tugas - Ditandatangani oleh yang
memberi perintah (pimpinan
secara berjenjangl.

- Khusus untuk Kepala
Perangkat Daerah dapat
menandatangani Surat Togas
dan SPPD untuk dirinya atas
nama pejabat pemberian
tupgas apabila atasan tidak
berkedudukan dalam satu
wilayah kerjanya

c. SPFFD - Sesuai Standar Harga Bupati
dan Peraturan Bupati yang
mengatur perjalanan dinas.

d. Bukti Penerimann SPPD

Laporan Hasil Perjalanan
Dinas
Pakta Integritas

- Ditandatangani yang
melakeanakan tugas
= Surat Pernyataan Tanggung

7o

Jawab Mutlak




HO Mﬂm .:m’ , KELENGKAPAN/LAMPIRAN KETERANGAN

12. | Belanja a. Undangan/[DHsposisi = Jika ada undangandisposisi
Perjalanan Dinas b. Surat Tugas - Ditandatangani oleh yang
Luar Daerah/Luar memberi perintah (pimpinan |
Negeri secara berjenjang]

c. SPPD - Besuai Standar Harga Bupati
dan Peraturan Bupati vang
mengatur perjalanan dinas

d. Bukt Penerimaan SFPD

e. Laporan Hasil Perjalanan

Dinns

. Bukti Transport/Nota BBM

g Bukti Penginapan - Bila menginap

h. Pakta Integritas = Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak

13. | Pengadaan a. Surat Pesanan « Darl Pejabat Pengadann
barang/jasa dengan | b,  Bukti Pembayaran
nilad 0 - 50 juta yang | e. Bukti Penerimaan
menggunakan e- d. Kwitansi Dinas
merketplace (e-
katalog lokal) .
14. | Pengadaan melalui a. Surat Pesanan |- PPKom
e-purchasing b. Bukt Pembayaran
.  Rwitansi Dinas

P. Perintah Membayar

1.

Ketentuan Umum
Perintah membayar adalah kewenangan wyang dimiliki Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah
dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan
proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligns menandai
pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara clektronik. Dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan
mengenai perintah membayar diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP
yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-
GuU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

d. Berdasarkan SPP-LS vang diajukan cleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran pembantu, PPE-SKPD/PPK Unit SKPD
melakukan verifikasi atas:

1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih

2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

3] ketersediaan dana vang bersangkutan

&. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran
atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM-LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi
tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 {satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:
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h.

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Perintah pembayaran diajukan oleh Penggpuna Anggaran kepada

Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM vang disiapkan oleh

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi

kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP

2] SPM-GU

3 SPM-TU

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS

dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM vang membebani tahun anggaran

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani

SPM berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang

diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan
tusan Bupati.

PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan

pencatatan pada register SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

b.

Perintah Membayar UP

1] Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan SK Bupati.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-S8KFD
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP vyang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani cleh
Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

Perintah Membavar GU

1} PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b} Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi
dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ
Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/fatau ketidaksesuaian, PPE-SKPD meminta perbaikan
dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.
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3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumen-
tasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilenglkapi:
al Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b} Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen.

Perintah Membayar TU

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a] Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b] Menecliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c] Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan danjatau penyempurnaan Kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
{satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
TU vyang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4] PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2
{dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
vang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

. Penntah Membayar LS

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu vyang dilengkapi dengan
dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

€] Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan  jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undanpgan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung,

2] Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara.
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3) Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA.

5) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hari scjak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung .Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b} Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

6) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang
dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa
BUD,

3. Dokumen Terkait
Nustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:



3.1 3PM-UP

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persedianan (UP)

Tahun Anggiran: Na.8PM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH Potongan- potongan :
FPROVINSI/ KABUPATEN/EOTA
Uratan
Supavamenerbitkan SPID Kepada: No. {No. Rekening Jumlah |Eeterangan
Humlah Fp.
Informasi; (Tidak mengurangt fumlsh pembayanan SPM)
Bﬂ]daj]_unl"pi_hu}: TR ) m i it
Mo, Rekening Banmk © coimmseinn iasmsssmssmsmin Uraian
NamaBank ¥ Ka, |[No, Rekening) Jumlnh Keterangn
| Hamilah 1 A
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan EPM YangDibayarkan
KODE HEGIATAN URAIAN RILAT [Jumlah Yang Diminta Rp e
Jumnh |Hp umlah Yang Dibayparkan |E|‘..L
Zang Sejumbah: (.- J
Jumlah 8PP Yang Dimiota: B iiimiinng
......... Jtanggnl ... ...
[terDilng) [Pengguna Anggaran
|tanda tengan)
[rama
lenghap
Nomor dan Tanggal SPP NLP.
SPMini sah apatedateloh ditandaangon don distempeloleh Kepala SKPD
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3.2 3PM-GU

PEMERINTAH KABUPATEN FURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMEBAYAR
Ganti Uang (GU)

Tabun Anggaran: No. 8FM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH Patongan - potodjun :
PROVIRS!/KABUPATEN [EOTA
Uraian
Supaya menerbitkan SP20 Kepundi: Na [¥o. Rekening] Jumlah | Eeterangan
iembzh — p
SKPD
Tnformasi : Tidak mengurang fimah pembogaren SPH)
Bendahara pitak 18i0 1 -evrerns
Mo. Rekening Bank © «oovvverimmmenanne,
Nama Bank Uraizn
SR No. [¥o. Rekening] Jumlah | Heterangan
HFWP
Dasar Pembayaran plumizh IHF- ---------- "
Uniuk Eeperiian :
Pembebanan Puda Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
EODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlgh Yang Diminta |R;L -
Jumlnh Polorgin IHp.
Uumah o Jumleh Yang Dibayerkan |E;L ....................
7T T 1T L R——
Jumlah SPF Yang Diminta: [T
tanggal... oo
|[terbicng [Pemgguna Anggaram
flanda tangar)
[nama
kergkan
NIP.
Romor dan Tanggal PP
SPA ini sah apabia teloh difendatengeni din distempel aleh Kepaln SKPD
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3.3 SPM-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)

Tahun Anggran: Fo. BPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH | [Potongan - potongan:
PROVINE]L/EABUPATEN [KOTA
Uraian Lu
Supayn meneritkan P20 Kepada Ko, (Mo, Rekening) Jumlah Erangan
umlah i ———
SEFD =
Informasi ; Tidak mengurng pmich perhagaran SPA)
Bendahara/pihak Inin -
No, Rekening Bank © voccinsrimmrmriremmririspisaismsans
Nama Bank ' Usias
: No. |[No. Rekening] Jumlah |Eetersngas
NPWE
Dasar Pembayaran plumlah |RF '
Untuk Keperluen ;
Pembebanan Pada Heglatan BPM Yang Dibayaskan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAT Jumiah Yang Diminta IBo..... p
Jumiah Potangen T S
L Jumah - Juminh Yang Dibayarkan Fo....
Uang Sefumbah: [ s )
Jumlah 8PP Yang Diminta: Ry
|fenbilang fPengguna Apgparen/Eussa Penggues Anggaran
Niamda tangen)
[nmma
lemgkag]
NIP
Nomor dan Tanggal SPP
5PN ini sah epaien telah dilnndmtengoni don disterype] oleh Kepaln SEPD
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3.4 SPM-L3

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT PERINTAH MEMEBAYAR

Langsung (LS)
Tabun Angparan: No., BPM:
HUASA BENDAHARA UMUNM DAERAH PEMERINTAH Potongan - potongen ;
FROVINS]/ KABUPATEN/EOTA
Urafan
Supayn menerbitknn 3F20 Kepada: Ha. (Ko, Rekeniag) Jumlah |Eeterangan
eimish R
BRPL
Informasd | Tilok memgrirmgl fovlah pembaynrmn SPAJ
Bendahara/pthak 18 | covmmmmimmmmis
Mo. Rekening Bank @ «oocvmcnm o Uraiat
Nama Bank ; No. |(§o. Rekering) Jumlah Eeterangan
NPWP
| Yiomizh I, SE—— .,
Dasar Fembayaran
Unduk Keperduan :
Pembebanan Pada Keglatan {8PM Yang Dibayarkas
KODE EEGIATAN URAIAN NILAI Jumlsh Yang Diminta BEL srroivaripsi i -
[Jumish Polcngan - RS EY -
Jumah | SRS Jumézh Yang Dibayvarkan B e
|Vang Sejtmdahs F..... oo rimriomssnrms |
Jumlah BPF Yang Dimints: |- S
[berbetang] Pengguns Anggaran/Kuasa Pesppens Angriran
Wtanda tangnn)
[nnme lengkng)
NIP,
Komor dan Tanggal SPP
SPWira sh apa ki telah ditnndatengam dan distermpel oieh Repala SKPD
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Q. Perintah Pencairan Dana

Ketentuan Umum
Perintah pencairan dana dibuat cleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan
sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA.
Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional
mitra kerjanya untuk menecairkan dana di RKUD dengan tujuan
pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang
diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyadjian dokumen vyang dilakukan secara
elektronik.

Pengaturan perintah pencairan dana dalam Peraturan Bupati ini adalah

sebagai berikout:

a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM vang diterima dari
PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1] meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2] menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

4) memerintahkanpencairan dana sebapai dasar Pengeluaran
Daerah.

d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA,
dan/atau
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

e. Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak
diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya
SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupali ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat
informasi tentang:

1] Baki Rekening vang akan dicairkan
2) Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
3) Tujuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang terinci
menjadi:
(a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia
barang/jasa
(b) potongan yang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai
ketentuan pada BAB V.C

b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan
Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA vyang disertai Surat
Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan
verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;
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3) Menelii dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.

b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA
apabila:

1) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.

¢. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam
proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana vang didekumentasikan dalam
sSP2D.

3. Dokumen Terkait

llustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain scbagai

berikut:

BS /



3.1 58P2D-UP

FORMAT SP2D-UP
SURAT PERINT. PENCAIRAN DANA (SPZD
KABUPATEN PURWOREJO T -
Nomor SPM i Cari : BUDfKuasa BLT
Tungeasl PR 1
Mama SKEPD § ahun Anggaran !
Bl PRI & o i s haasia s v i it i o R K R
Hendaklah mencairkan /memindabbiikukan dar baki Rekening Nomor ... .. .,
l_FanE sebesar Bp ... o ves [terbilarg & ...oooiniensssn i
Hepuda o e pimi i e L s A
Mo, Rokening Banl
Bank Penéruma - W .
Keperluan Untuk
Pagu Anjgiaran £ R iy g
EODE KEGIATAN/ JUMLAH
s SUB KEGIATAN HRAN {Rp)
1
2
L
Jumlakh
ngan-Potongan :
Ho. Uraian (No. Rekening) = [Rp) Eeterangan
1
2
3
Jumianh
Informasi ; ftidak mengurang! umiah pembagaran SP20Y
Jumilah
No. Uraian (No. Rekening] Tﬂpl Keterangan
1
&
a
]
Jumlah
EFID yang dibayarkan
Humlah yang Diminia e
lamlah Potosgan R i ep e
Unng sejomlah:
Lembar 1 ; Bank yang ditunjuk tanggal RERUEREE (|- | [ee———
Lembar 2 : Pengguna Anggarn/Koass Pengguna Anggaran Kunsa Bendihara Umum Daerah
Lembar 3 Arsip Euasa BUD
Lembar 4 : Plhak Penerimn [tanda tangan)
(nama lenzkep)
NIP.
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3.28P2D-GU

FORMAT SP2ZD-GU

KABUFATEN PURWOREJD SURAT FEH]:TA.‘I'[ PENCAIRAN DANA [SP2D]
OIMMOT 2 coorsnresnarnns -
Nomor SPM : Lan ¢ BUDKunsa BUD
Tungial : PP :
Nama SKFPD : un AngEnran
R I = o S it e s e M it oA A S 2 e b

Hendaktlih mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomar

Uang ssbesar By ... oo s (lerdiling § .oceceeeeeen]
Kepada
NPFWE

Mo, Rekening Bank

Banlk Penerima

Keperluan Untak

Pagu Anggaran ) RO R

NO KODE KEGIATAN/ JUMLAH
SUB KEGIATAN Rp)

L k3] =

Jumlah|

[Potongpan-Potongan :

o Uraian [No. Rekening) iRp) Heterangan

Pk | ==

Jumlah}

Informasi : (Hdpk mengurang jumboh pembayaran SP20)

Wa. Uralan (No. Rekening) J‘:’:;h Heterangan

Ll L]

BP2D yvang dibayarkan

Lamlah yang Diminta L B e -

Jumlah Polongan i TR

Jomlah yang Dibayarkan o R T

Unng scjumiah:

Lembar | ¢ Bank yvang ditunjulk tanggal vasy EBTIEEAL i ana wan

Lembar 7 @ Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Konsa Bendahara Umum
Lembar 3 : Arsip Konsa BUD

Lembar 4 ; Pihak Penerima jlurde tangan)

NIP.
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3.3 8P2D-TU

FORMAT SP2D-TU

HABUPATEN FURWOREJD e Fmﬂ:ﬁrmmn' (6FaD)
Noaor SPM ; Dari . BUD/Kuasa BUD
Tanggal : PWF d
Nama SEPD £ ahun Anim.r&.n
Hendaklah mencairkan /memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ... ... ...
Uang sebesar Bp ... ... .0 {Ferbilang : i b
Kiepadn s
NFWP

Ko, Rekening Bank
Hank Penerimn
Eeperloan Uniuk

_E',;,E“ Anggaran T R dssmsmmmsmmmssnsiiini s
KODE KEGIATAN URAIAN JUMLAH
e SUR EEGIATAN IRpl
1
)
K]
Jumlahj
[Potongan-Fotongan :
Ne. Uraian (No. Rekening] "‘::'j"'“’ Keterangan
1
a2
3
Jumlah]
Informasi : (Hdak mengurang jumlah pembayaran SP20)
No. Uralan (No. Rekening) "‘::';."' Keterangan
1
2
hi |
4
Jumlak]

EBPID yang dibayarkan

pamish yang Diminta PR e s L

Laminh Fotbngan - e

Jumlah yang Dibayarkan B ceeieiviiies

[Uang sojumiah:

Lembar 1 : Bank yvang ditunjuk tanggal ok v, ORI i a4
bar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguns Anggiran Hussa Bendahara Umum Dacrah
bar 3 : Araip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima {innda tangan)

\nanna kengkap)
HNIP.
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3.4 3P2D-LS

FORMAT SP2ZD-LS

Tanggal 4 KlE
Mama SKPD i Tahun Anpgaran

KABUPATEN PURWOREJO BURAT mn::;grm DANA (SPZD)

Nomer SPM : Dari - BUD, Kuasa BUD

‘Bank P T o i e b e e A S e i S Lt

Uang sebesar Bp ... v o0 (Terdlandg : ... omemeesses)

Hendeklah mencairkan /memindahbulukan dar baki Rekening Nomor ... ... ...

Kepadn

NP

Mo. Rehening Banlk
Bank Penerdms
Eeperiuan Untuk

o KODE KEGIATAN/
GEUB KEGIATAN

JUMLAH
(Rp)

Jumlah)

Poto n—Fntu:Il.n g

Jumiah

No. Uraian [No. Relkening) Rp)

HKoterangan

| b | =

Jumiah|

Informasi : fidak mengurang umich pembagaran SP20Y)

Jumlah

No. Uralan [No. Rekening) Bp)

Heterangan

| LS R —

mnudﬂ-_q_whn

[Jumlah yang Diminta U s bbb sy -

Jumlah yang Dibayarkan CELbEEL P

[Vang sejumiah:

Lembar 3 ; Arsip Huasa BUD
Lembar 4 : Plhak Penerima

[Lembar 1 Bank yang ditunjuk tanggal JERRSERS | 1.1 .. ... | ESSEEO
Lembar 2 ; Pengguna Anggaran/ Kunsa Pengguna Anggaran Kunasn Bendahara Umum Daerah

[tanda mngan|

inama. lenekag
NIP.
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R. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

1.

Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas
pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya. Pembukuan yang
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-
bulm sebagai berilout;

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Kas Tunai

Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pm::atats_n buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap

b. SPPUP/GU/TU/LS

c. SPM UP/GU/TU/LS

d. SP2D

e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

o AeRpORE

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikuat:

1] Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu
Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada
SP2D-UP/SP2D-GU /SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan
Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang
dilimpahkan.

3) Pergeseran Uang Perscdiaan
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di
bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi
pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesual dengan jumlah UP/QU/TU yvang digeser.

4) Pembayaran belanja oleh Bendahara
Atas pembayaran vyvang dilakukan Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan bukti-bukt
belanja yang disampaikan PPTK secara tunaifnon tunai,
dilakukan pembukuan dengan mencatat pada BEKU di sisi
pengeluaran, pada Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu
Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek
Belanja pada kolom UP/GU /TU sejumlah nilai belanja bruto.
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2] Pemberian Uang Panjar.

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukt

pengeluaran  uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  mencatat

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK

di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada

sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

6) Pertanggungjawaban Uang Panjar.

Berdasarkan pertanggungjawaban vyang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan

di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi

pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang
dikembalikan.

b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
Bulku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan,

7) Belanja melalai LS,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan

melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku

Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS

sebesar jumlah belanja bruto.

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak.

a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak
di sisi penerimaan.

b} Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi
pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan Kas.

3. Dokumen Terkait.

MNustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain

sebagai berikut:
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3.1 Register SPP-SPM-SP2D

l06g PEMERINTAH PROVINSI/KASUPATEN/KOTA ...
PEMERINT AL PR
ST TAHUN ANGGARAN.......

REGSTER 5PP/SPM/SP2D
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Voot i /| PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
ErpalEaT AN ] g
DAERAM TAHUN ANGGRARAN...........

Saldo Kas di Bendahama Penpeluaran fie ndabara Pengeluvaran Pembania
B A & i i) e i L

terdid dari:
a. Tunai 1 | e et A 5
. Bank | T— -
Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran Kuasa
Penpruns AnEEaman
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3.3 Buku Pembantu Bank
’ | PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

[EA e
PERERINTAH [l o SE—
s ETURIA TAHUN ANGGARAN ... ...
BLIKL PEMBANTL BANEK

[T 1 —

DisEapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluamn

| JR—

LLRCIED
FERY ETm T A
(AN T LL

PEMERINTAM PROVINSIARLPATEN /MO TA ...
SKPD.
TAHLUMN ANGEARAN . ...ovve

BUKL PEMBANTU KAS TUNAI
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3.5 Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

B Flr  SKPD .
TAHUMN ANGGARAN

BUKL PEMBANTU PAJAK

3.6 Buku Pembantu Panjar

Ly PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN /KOTA ..es
A L SKPD
OAERAN TAHUN ANGGARAN. ..

BUKL PEMBANTU PANIAR
Hﬂ#ﬂ B
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3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

PEPERIN TAH PROVINS FKABUPATEMN/MOTA ......
SEPD s
TAHLUN ANGEARAMN

Hade Aehening f R ST
Namafekening = =000 fcceccsssmas
Tarrlab Anggaran [DPA) |+ DA
Jurrlah Anggaren [PTA]) Hp

Mo.| Tangxdl |Mo.BU|  Ursan | selanjats | Belania U

Dibsebuful oleh, Bzl apkan alah,
Pengpuns Angganan’ Bendabara Pengeiuarn
Huaia Fergguna Bendsbars Penpelosmmn
LT Hame,
[ ] BN [ B o S—.
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5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

1.

Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyvajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Laporan  pertanggungjawaban  Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung-
jawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
SKPD wajib mempertanggungjawabkan sccara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

c. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran
dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

d. Penyampaianpertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertangpungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

e. Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertangpungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebapai berikouat:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1) LPJ Penggunaan UP

a) LPJ pengrunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran
pada setiap pengajuan GU.

b} LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-
SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah,

¢] LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan
SPP- GU,

d) Pada akhir tahun LPJ Penggpunaan UP disampaikan secara
khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU]), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke
RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban pengpunaan TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan
unfuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada
waktu vang ditentukan sejak TU diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPE-Unit SKPD berupa LPJ TU
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

¢)] PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap
LP.J penggunaan TU sebelum ditandatangani aleh PA/KPA.
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4)

Pertanggungjawaban Administratif

a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

b) Pertanggungjawaban administratil berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, reaslisasi dan sisa pagu
anggaran seccara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

c¢) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan
wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ Vang
merupakan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan
{2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu,

c] Pertanggungiawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA.

d] Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP,

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pertangpungjawaban Penggunaan UP

1)

2

Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan
LPJ penggunaan UP.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan
SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

b. Pertangpungjawaban Penggunaan TU

1)

2)

4

Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU

vang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub

kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak

TU diterima.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU

kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja

vang lengkap dan sah.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan TU

sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran,

c. Meneliti keabsahan bukt belanja.

¢, Pertanggungjawaban Administratif

1)

Penyusunan LPJ

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
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2)

3

4]

5)

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ
Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi,
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan
yvang dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan Penutupan Kas;
(3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Penyampaian LPJ Administratif

a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada
PA melalui PPK-SKFD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

b. PPE-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(1} Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja
yvang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

(2] Meneliti penerimaan SP2D vang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

(3) Melalcukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

Apabila dalam proses wverifikasi, PPK SKPD menemukan

ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran.

Dalam hal proses verifikasi dinvatakan sah dan lengkap, maka PPK

SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ

Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah

diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

Pertanggungiawaban Fungsional

1)

2)

Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Penppuna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
PPEKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persenijuan.

Pertanggpungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1)

3)

Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP
yvang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
scbagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.

Pertanggungjawaban penggunaan TU

a. Pertangpungjawaban pengpunaan TU  dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yvang dikelolanya
telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA
melalui PPK-3KPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU vyang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LP.J
pengegunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.
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3) LPJ

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampiri:

(1) BKU; dan
(2) Laporan penutupan kas.

b, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
sebelum  ditandatangani KPA  untuk  mendapatkan
persetujuan.

3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggpungjawaban bendahara
pengeluaran antara lain sebagai berilout:
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3.1 LPJ-UP

: _-L-ﬂii[l | PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
PEMERINTAH Ll y
L LN Tahun ANgRaran.....

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN UANG PERSEDIAAN
mmlﬂm

Besaran UP berdasarkan 5K KDH:

Uang Persediaan (UP) Awal Period2 | .wamesis
Penggunan Uang Persediaan (UP) | usmmns
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode ; .uusmimee
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3.2 LRJ-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

[aaria i SKPD........
Tahun Anggaran........

LAPORAMN PERTANGGUNGIAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Periode:..........

,!' ]:r ] =

5 18
o &S,

TOTAL
Tembohan Uang Persediaan (TU)
Siso Tambahan Uang Persediaon (TU)

Menyetujul, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP; e
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3.3 Laporan Penutupan Kas

1ol PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
el Tl SKPD.....
DOSIvALS Tahun Anggaran.........
LAPORAMN PENUTUPAN KAS
Kepada Yth,
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota
No.... TahUMe e mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Eas
Bulanan yvang terdapat di Bendahara Pengeluaran 5KPD._ ... adalah
sejumlah Rp...m.dengan perincian sebagai berikut

A. Kas di Bendahara Pengeluaran

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A.2 lJumiah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan ERgEala . terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rpoin.. dan saldo di bank sebesar Rp.. .

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A2 Jumlah Penerimaan Rp.

A3 lumailah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal.. ... terdiri dari saldo di kas tunal sebessr
Rp ... dan saldo di bank sebesar Rp

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Saldo Kas Tunai Rp.
C.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.
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3.4 8PJ Administratif

PEMIERINTAH PROVINSIMABUPATENKOTA .
FEMERINIAN (1.1 -—
Caaiad Tahun Anggaran.—.

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

|Penesimaan
«SPID

- Potongan Pajak
& PRl
L

£ PPh a2
i

+ Lain-iain
Jumiah Penerimasn
(Pengeiverzn |
-5PJ [LS-UR/GU/TU)
- Panyesoran Paiak
2. PPl

b PPh 21

¢ PPhi 22

d.Pfh 23

= Laindgin
Lumian Pergeluara

|S2ldo Kas

= |
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3.5 SPJ Fungsional

| —

] PEMERSNTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
RN SXPD..
S Tahun ANGRAMARmn

LAPORAN PERTARGGLUNGIAWASAN BINDAHARA PENGELUARAN
(SPJ FUNGSIONAL)

AUMLAH
Fenarimaan
-Ep20
- Fbtmim Fajai
B PPN
b. i 21
cFmil
d PPh 23
- Luin-isan
lumizh Penstimaan
Pergelusan |
5P} {L&=UIR/GUTU)
- Penyetoran Fajek
a PPN
b PP
S
d Ffh 23
= Ll BER
lumiah Fengeluaran
Saldo Kas

Menyenujul, Disimpkan olzh,
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T. Belanja Wajib dan Mengikat

1.

<.

Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam

rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat

mengikat merpakan belanja vang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja

yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama
dalam waktu &0 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati
menyusun rancangan Peraturan Bupatli tentang APBD paling tinggi
secbesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja vang bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja vang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA  disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati
tentang belanja wajib dan mengikat,

b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing
SKPD dalam sam daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan
Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang
sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan
SPD diberikan per triwulan,

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dekumen lain vang dipersamakan dengan SPD.

Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yvang sifatnya wajib dan

mengikat dapat dibagi menjadi 2 {dua) yaitu:

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

U. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan
Pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan pembiayaan
daerah adalah sebagai berikut:

f.

b.

[+

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Pencrimaan dan peéngeluaraan Pembiayaan Dacrah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam

tahun anggaran berjalan untuk:

1) menutupi defisit anggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah wyang belum tersedia
anggarannya;

3] membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
meclampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
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5] mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yvang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatlkan
dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran
berjalan, vang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir
penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan

sesual peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan

yang bersangkutan mencukupi.

Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan

digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan

scsual dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang

pembentukan Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum

Dacrah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa

BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

£

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayvaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan
dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dacrah
melalui RKUD.

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penernimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pembenan Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaarn.

Pinjaman Daerah merupakan semua ftransaksi yang mengakibatkan
dasrah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain schingga dacrah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yvang bersumber dan:

1] pemerintah pusat;

2] pemerintah daerah lain;

3] lembaga keuangan bank;

4| lembaga keuangan bukan bank; dan

5] masyarakat.
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Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah
pusat dilaksanakan melalui:

1] pembayaran langsung;

2 rekening khusus;

3] pemindahbukuan ke RKUD;

4] letter of credif; dan

5] pembiayaan pendahuluan.

Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku
Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa
BUD pada sisl penerimaan.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sistern dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektromik.

. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan
Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah adalah sebagai berikut:

.

b.

C.

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuail

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebul.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas

persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD

berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
kepala SKPKD;

2) menpuji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4] menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran  Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan vang
ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berilout:

f.

b.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas pencrimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.
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Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran

pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau

sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri

untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam

bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko

rendah.

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfasatan Dana

Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana

Cadanpgan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah,

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan

Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai

indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub

kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah

ditetapkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik

negara/daerah dan/atau badan wusaha lainnya ditetapkan dengan

peraturan daerah tentang penvertaan modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk

mmvestasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah

merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan vang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hultum

lainnya vang dimiliki negara.

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:

1) Peraturan Daecrah tentang penyertaan modal; dan

2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pemhbiayaan,

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil

bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yvang dipisahkan;

3] Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah

yvang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan

surplus.

Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun

anggaran berkenaan sesual dengan jumlah vyang ditetapkan

dalamPeraturan Daecrah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian

pemberian pinjaman/pembenan utang,

Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
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Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumiah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian utang/obligasi daerah.

. Pembayaran pokok utang vang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD.

. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh

tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.
. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam
Peraturan Bupati tersendiri dengan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

. Bistem dan Prosedur Penatausahasan Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penysjian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBED
DAN PERUBAHAN APED

A. Laporan Realisasi Semester Pertama APED
1. Ketentuan Umum

Laporan  Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode

Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-

unsur sehagal berikut:

Pendapatan-LRA;

Belanja;

Transfer;

Surplus/Defisit-LRA;

Pembiayaan; dan

Sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran.

Ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD
adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

b. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan

Juli tahun anggaran berkenaan.

2, Ketentuan Pelaksanaan
Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD
a. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari
bendahara  penerimaan dan  laporan  pertanggungjawaban
pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
dengan cara:

1) Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan pertanggungiawaban penerimaan bulanan dan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening
dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d, Juni.

2] Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja
hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom
realisasi semester pertama.

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan
penerimaan.

4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan
nilai rencana perubahan anggaran.

b. PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk

ditandatangani.
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Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian
data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.
Dalam hal hasil verilikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA
menandatangani laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD.

Kepala BKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani kepada
PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester pertama
berakhir

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

2.

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD

melakukan verifikasi denpan langkah-langkah meneliti kesesuaian

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

dengan:

1) pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

2) pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD vang acda
di BUD.

Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Dral laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah disctujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan

kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga

bulan Juli.

Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD dan

prognosis Femerintah Daerah kepada DPRD paling lambat akhir bulan

Juli,

B. Prasyarat Perubahan APED
Ketentuan terkait perubahan APBD sebagai berikut:
1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan
APED.
2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a.
b.

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

keadaan yang menyecbabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

keadaan darurat; dan/atau

keadaan luar biasa.
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C. Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS
1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikuuat:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa
terjadinya:

1} pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;

2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
dan/atan

3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.,

b. Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan
PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

c. Dalam rancangan perubshan KUA disertai penjelasan mengenai
perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

d. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan
untuk  ditampung dalam  perubahan  APBD  dengan
mempertimbangkan sisa waktu pelaksansan APBD tahun
anggaran berjalan;

2] capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai; dan

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui
asumsi KUA.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a, Bupali menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap
mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anpgaran
vang terdapat dalam perubahan RKPD,

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan vang
bersumber dari perubahan RKPD,

b. Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD.

c. Bupafi dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS.

d. Bupati dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan
hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS.

e. Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

D. Pergeseran Anggaran
1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berilout:

a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek
dan/atau sub rincian ohjek.
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Pergeseran anggaran terdiri atas:

1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD,

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

1} pergeseran antar organisasi;

4] pergeseran antar unit organisasi;

3] pergeseran antar program,

4) pergeseran antar kegiatan;

5] pergeseran antar sub kegiatan;

6) pergeseran antar kelompok;

7] pergescran anlar jenis.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

yaitu:

1) Pergescran antar objek dalam jenis vang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek vang sama. Pergeseran
ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD,

J) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek
dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang

dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa

melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.

Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut

ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang

dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi

anggaran.

Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-

SKPD.

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui

ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau

perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau

daerah.

Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,

pergeseran /perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan

APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pergescran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-

SKFD.,

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti

ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur

dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a,

b.

Pihak terkail SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan

situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan

Atas usulan terscbut:

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika
pergeseran anggaran merubah perda APBD;

2) Sekda/FPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika
pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.
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c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran

anggaran, Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sckda dan
disahkan oleh PPKD,
3. Tata cara dan mekanisme pergeseran anggaran
a. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan
dilakutan dengan tata cara sebagai berikut:

1.

4.

PD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada Kepala
BPKPAD selaku PPKD dilampiri Rincian Pergeseran Anggaran
beserta alasan pergeserarn.

Bidang Anggaran membuatkan Format Persetujuan Pergeseran
untuk ditanda tangani Kepala BPKPAD selaku PPKD.

Selanjutnya dilakukan pencetakan Perubahan DPA kegiatan yang
mengalami perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

bagi Perangkat Daerah.
Alur proses:
SKPD Usulan BPKPAD b
Tanda tangan
Bid. Anggaran
F
Cetak PDPA

b. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakutan dengan tata cara sebagai berikut;

1.

2.
3.

SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada
Sekretaris Daerah dengan tembusan BPKPAD.

Usulan dikaji kelayakannnya oleh TAPD.

Apabila disetujui BPKPAD /Bidang Anggaran membuatkan Format
Persetujuan Pergeseran untuk ditandatangani Sekretaris Daerah.

. Selanjutnya dilakukan pencetakan Perubahan DPA kegiatan yang

mengalami perubahan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
bagi Perangkat Daerah.
Alur proses:

Usulan SEKRETARIS

Shel DAERAH

+ Tanda tangan
Ka. BFKPAD

Bid. Anggaran

.

Cetak PDPA
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.

Pergeseran antar Jenis belanja, antar kegiatan, antar unit organisasi

dilakutan dengan tata cara sebagai berikut:

l. SPKD mengajukan permohonan pergeseran anggaran kepada
Bupati dengan tembusan BPKPAD.

2. Usulan diinventarisir oleh BPKPAD untuk dikaji oleh TAPD untuk
dimasukkan dalam Perubahan Anggaran.

3. Alur proses:

SKPD Usulan _ BUPATI
SEKRETARIS
DAERAH

l

Ka, BPKPAD

Inventarisir

Bid. Anggaran

TAFD i pmﬁ
AR

Cetak DPPA

E. Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya
Ketentuan terkail penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan
APBD secbagai berikut:
a. Keadaan vang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

1]
2)

3)

l
5)

B)

7)

menutupi defisit anggaran;

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah vyang belum tersedia
anggarannya;

membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanva
kebijakan Pemerintah;

mendanal program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannys; dan/atau

mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

b. Penggunaan SILPA tahun anggaran secbelumnya untuk pendanaan
pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA-SKPD dan/atau REKA-SKPD.

¢. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada
pihak lain yang terkait dengan:

1)
2

pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
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Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita
acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum
dilakukan pembayaran.

Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan
dianggarkan pada SKPD berkenaan.

Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkrachf) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan
dianggarkan pada SKPD berkenaan.

Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya
terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran
APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam
Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau
ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

Pendanaan Keadaan Darurat
Ketentuan terkait pendanaan keadaan darurat sebagai berilout:

1.

Ketentuan Umum

a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak wvang belum
tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanail keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam
hal pemerintah dacrah tidak melakukan perubahan APBD maka
pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
dengan terlebih dahulu melakukan Perkada perubahan penjabaran
APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga wuntuk
mendanai  keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi
kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diluar keadaan damrat dan keperluan mendesak memedomani
pengaturan dalam belanja ftidak terduga.

Dokumen Terkait

llustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain sebagai
berikut;
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a. format Rencana Kebutuhan Belanja

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT
KABUPATEN PURWOREJO
No. Jenis Kebutuhan Satuan | Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)
1.
2,
3.
4.
2.
Total
Tempat, tanggal
KEPALA SKPD
NAMA
NIP.

b. Format rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No SKPD Rencana Kebutuhan Jumlah (Rp)
L.
2.
3.
3
3.
Tempat, ..o
BENDAHARAUMUMDAERAH
NAMA
NIP.
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¢. Format Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PROVINSI KABUPATEN /KOTA ....

SKPD

Anggaran | Realisasi | Penyerapan | Capaian Output

No Uraian

(Rp) (Rp) (%a) Volume | Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarmya.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

d. Format Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga

REKAPITULAS] LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Jumlah Realisasi Selisih Persentase
Mo SEPD Pe £
MBEUREARI pn) [Rpl (Rp) | Realisasi (%]
1.
4.
3,
4.
5.
Tempat, ........co.
BENDAHARA UMUM DAERAH
NAMA
NIP,
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G. Pendanaan Keadaan Luar Biasa
1. Ketentuan Umum

Ketentuan terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

a. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

b. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenailan
atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

c. Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa
diatur dalam Perkada scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima
puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kepiatan baru
dan/fatau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahuln
dalam RKA-SKPD.

b. Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capalan target kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu
dalam perubahan DPA-SKPD.

c. RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKEPD digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan Perda lentang perubahan kedua APBD.

d. Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima
puluh persen] dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

e. Penjadwalan ulang dan/atau penguranpgan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu
dalam perubahan DPA-SKPD.

. Perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

H. Penyusunan Perubahan APED
1. Retentuan Umum
Ketentuan terkait penyusunan perubahan Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai berikut:
a. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS:;

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas
dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.

2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara kepaladaerah dengan pimpinan
DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yvang telah disepakati Bupati
bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam
menyusun perubahan RKA-SKPD.

4] Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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5) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati menyampaikan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS,

6) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan
kepada wakil Bupati untuk menyampaikan rancangan perubahan
KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD,
menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan
PPAS.

7) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD,
sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku
pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.

8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD
menandatangani kesepakatan terhadap rancangan

9) Perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota
kesepakatan perubahan PPAS.

Penvusunan Perubshan RKA SKPD;

1} Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Bupati Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah
dalam menyusunan RKA SKPD.

2) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Bupati
menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan
perubahan RKA-SKPD scbagai acuan kepala SKPD dalam
menyusun perubahan RKA-SKPD.

3] Sural edaran Bupat paling sedikit memuat:

g) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan
sub kegiatan yang terkait;

b] Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

c¢) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan

d)] dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA,
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA- SKPD,
format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar
satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD.

4] Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan REKA-SKPD
dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu
ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

5) Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada
perangkat daerah disertai dengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b) kriteria DPA-SKPD vang dapat diubah;

c) batas waktu penyampaian REKA-SKPD dan Perubahan DPA-
SKPD kepada PPKD; dan/atau
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d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan
APBD, format RKA-SKPD, f[ormat Perubahan DPA-SKPD,
analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD
serta dokumen lain yang dibutuhkan.

6) Penyampaian dilakukan paling lambat mingpu ketiga bulan
Apustus tahun anggaran berkenaan.

7} Kepala SKFD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman penyusunan
perubahan RKA-SKPD.

8) Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai
dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri
tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

9] Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD pada
perubahan APBD.

RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun

oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

. Verifikasi dilakukan cleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara

perubahan RKA-SKFPD dengan:

1} perubahan KUA dan perubahan PPAS;

2] prakiraan maju yang telah disetujui;

3] dokumen perencanaan lainnya;

4) capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7] standar harga satuan;

8) standar kebutuhan BMD;

9) RKBMD;

10) Standar Pelayanan Minimal; dan

11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD,

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala

SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas

internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah

disempurnakan oleh kepala SKPD.

. Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran sebagai

berikut:

1) ringkasan Perubahan APED yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2] ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

3] rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan dacrah,
organisasi, program, kegiatan, sub Kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
dan sub kegiatan beserta target dan indikator;

b) rekapitulasi perubahan belanja dacrah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;
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5)

c) rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d) sinkronisasi Program pada RPIJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

e] sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

fi sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perda Perubahan APBD antara lain:

a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

c) daftar penyertaan modal dacrah dan investasi daerah lainnya;

d) daftar perkirsan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

¢} daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

f] daftar dana cadangan;

gl daftar pinjaman daerah.

Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
memuat lampiran sebagai berikut:

1j

2)

3)

4)

ringkasan perubahan penjabaran APBD vang diklasifikasi

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub

rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan:

perubahan penjabaran APBD menurut wurusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Bupati perubahan

penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi

antara lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah;

b) daltar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
sosial;

c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d] daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja
bagi hasil;

e] rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek dan =sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f] rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

g] sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota
pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang
perubahan APBD dan

h) rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran
APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD.
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k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD

disertai penjelasan.

Penganggaran pendapatan disertai penjelasan menpgenai dasar hukum

pendapatan.

Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum,

lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah

diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.

Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum,

sumber penerimaan pembiayaan wuntuk kelompok penerimaan

pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayvaan untuk kelompok
pengeluaran pembiayaan.

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun cleh

PPKD disampaikan kepada Bupati.

penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:

1] DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam perubahan DPA-
SKPD.

3) Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok,
jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan
baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Bagian [ : Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Bupati menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan langkah
sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang
terdapat dalam perubahan RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinega dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan

perubahan PPAS kepada DPRD.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA

dan rancangan perubahan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada

muatan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.

Bupati dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil

pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan

PPAS.

Kesepakatan terhadap rancanpgan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara Bupali dengan pimpinan DPRD.

Bagian Il : penyusunan perubahan RKA SKPD

2 ¥

b.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS wyang telah
discpakati bersama Bupati dan pimpinan DPRD, TAPD menyusun
rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan
RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Bupati untuk diotorisasi.
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c. Bupati menerbitkan Surat Edaran {entang Pedoman Penyusunan
Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun
perubahan RKA-SKPD.

d. Kepala BSKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

e. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan
APBD.

Bagian lII: penyusunan perubahan AFBD

a. Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD vang telah disusun oleh
SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

b. PPKD melakukan verilikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah
disusun oleh Kepala SKFD.

¢. Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk
melakukan penyempurnaan.

d. PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah
disempurnakan oleh kepala SKPD.

e. PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
kepada Bupati.

Bagian [V: penyusunan perubahan DPA SKPD

Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan

berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program,

kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Dokumen Terkait

llustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang bersifat

dinamis sesuai dengan kebutuhan vang disajikan setiap tahun dalam

ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai pedoman
penyusunan APBD.

llustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut;

a. Perubahan KUA;

b. Perubahan PPAS,

¢. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

d. Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD;

e. Perubahan DPA-SKPD;

. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta
lampiran;

g. Rancangan Perda tentang perubahan AFBD;

h. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD

beserta lampiran;
1. Rancangan Peraturan Bupatl tentang perubahan penjabaran APBD,
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3.1 Perubahan KUA

KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN KEBLIAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
[PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN .......

. PENDAHULUAMN
1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA
II. KERANGEA EKONOMIMAKRD DAERAH
2.1, Arah kebijakan ekonorm daerah
2.2,  Arah kebijakan keuangan daerah
[l. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. Asumsi dasar vang digunakan dalam Perubahan APEN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan AFBD
IV. KEBLIAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyelsikan
4.2, Perubahan Target pendapatan daecrah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
5.2, Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan
VI. KEBLIAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Kebijjakan perubahan penerimaan pembiayaan
6.2, Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan
VIl. STRATEGI PENCAPAIAN
Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.
VIII. PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan
Bupati dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD
Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD

NEERRIRRE - 11 . 1 PR
Pimpinan DPRD Gubermnur/Bupati/ Walikota.....
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3.2 Perubahan PPAS

1L

111,

KABUPATEN PURWOREJO
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

FPERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM [KEGIATAN

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS] AFBD
TA .... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Perubahan APBD TA .... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-
kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan
PPAS.

............. TAngEal,..oormmnrninnnn

Pimpinan DPFRD Gubernur/Bupati/ Walikota.....
i)
Nama Nama
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TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

TABEL 2.1

KODE

JENIS FENDAPATAN DAERAH

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
BERKURANG

DASAR
HUEUM

FENDAPATAN DAERAH

4.1,

FENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01.

Fajak Daerah

4.1.02.

Betribust Daersh

4.1.03.

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan

4.1.04,

Lain-Lain PAD Yang Sah

4.2,

PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01.

Pendapatan Transfer

4,2.02.

Pendapatan Transfer Antar

4.3,

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

4.3.01.

Pendapatan Hibah

4.3.02.

Dana Darurat

4.3.03.

Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

TABEL 3.1

FERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

Mo,

Urusan/
SKPD

Plafon Anggaran

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/Berkurang

2

4

5

]

Trusan/
Dinas/
Badan/
Kantor yang
mengatami
porubahan

2,

Dst...
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TABEL 3.2

Fincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan Tahun Anggaran 2021
Urusan LA .,
ﬂ_rgm:l.jmai T R-XO0X-XLN-ELEX
HAFDNEHQM
PROGRAM SEBELUM | SETELAH | BERTAMBAH,
KODE KEGIATAN/ BASARANTARGET| PERUBAHAN | PERUBAHAN BERKLIRANG
SUE
EanTAN [Rp) Rpl  [[Rp) | %
1 2 3 4 5 G 7 B
LA Prng_m.m

rxxx.xxx |Kegiatan ...

Tmnx_ Sub Kegiatan

| %30 2o, Sub Kegiatan
Xk e Dst L
oo s |Dst ...
XCEE Dat ...

TABEL 3.3
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran ....
PFERUBAHAN
FLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MO LURALAN SEBELLM SETELAH BERTAMBAH/
PERUEIAHAN PERLIBAHAN BERKUREANG
(Rpl [Rp) Rp] | %

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

e L= R ) R R

Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah

b, Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi;

o. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud;

8 |Belanja Tidak Terduga

9 |Belanja Bagi Hasil

10 |Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FURWOREJO

TENTANG
FERUBAHAN KEBLJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama e P R R B AT
Jabatan : Bupati Purworejo
Alamat Kantor R S e G e R S e
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. a, Nama
Jabatan - l{ctua DFRD Knbupntcn P'untmrqg
Alamat Kantor i s i B S
b, Nama R R e e e R ey
Jabatan ; Wakil Ketua DPRD Kabupaten F'unmrr:jn
Alamat Kantor AR M AL R B e
c. Nama ot B Y S A ST
Jabatan Wﬂkil Ketua DPFRD Kabupaten Purworejo
Alamal Kantor

schagai Pimpinan DPED bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah |AFBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran
scmentara APBD TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan
umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD} Tahun
Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiaysan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara dan Perubahan AFBD TA ...

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APED TA ... disusun dalam Lampiran yang
menjadi satu kesatuan vang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
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Demikianlah Nota Kesepakatan imi dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran ...

Gubernur/Bupati / Walikota..... Pimpinan DFRD
Provinsi/kabupaten /Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

p—
& &
Nama MNama
KETUA

e

Mama
WAKIL KETUA

iR

Nama
WAKIL KETUA
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. MNama E B B N N B N B A b e B
Jabatan : E!uputi Purworejo
Alamat Kantor B A 00 1 3 BB o s o
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo
W BB 0000 R ikinie ees mand e st e b e b b
Jabatan HEI.'I.]B. DPFRD Kabupaten Purworejo
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo
Alamat Kantor R e e e
¢. Nama e e e
Jabatan WHJ::I Ketua DPRD Hahupat-:n Purwnre_m
Alamat Kantor - aah i
sebagai Pimpinan DPRD herunr.lak se]nk'u dnn num nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo.

Dengan ini menyvatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS] yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah
Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyvusunan Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak
sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Angparan Sementara yang meliputi
rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Perubahan
Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program /Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tehun Anggaran
... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan vang tidak terpisahkan
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Tahun Anggaran ....

............. Tanggal,.....cooneennsans
Cubernur/Bupati f Walikota. .... Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten /Knta......
Selalou, Selalu,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
—
& &
Nama Nama
KETUA
e
o}
Nama

WAKIL KETUA

28

Mama

WAKIL KETUA
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PROVINSI KABUPATEN PURWOREJo

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...

Kode

Uraian

(Rp)

Jumlbah

Bertambah, Berkurang

Sebelum
Perubahamn

Setelah
Perubehan

Sebelum Setelah
Perubahan Perubahan

2

3

4

3 G

f’::n-:l.l;nbu:l

4.1

Pendapatan Asli Daerah

4.1.1

Pajak Dacrah

4.1.2

Retribusi Daerah

4.1.3

Hasil Pengeloinan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan

4.1.4

Lain-lain PADyangsah

4.2

Pendapatan Transler

4.2.1

Fendapatan Transfer
Pemerinteh Pusat

4.2.2

Pendapatan Transfer Antar
Daerah

4.3

Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah

4.3.1

Emdagatm Hibah

4.3.2

Duna Darurat

4.33

Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undanpan

Jumlah Pendapatan

Belanja

N |

Belanja Operas:

a1

Belanja pegawai

5.1.2

Belanja barangdan jasa

2.1.3

Belanja bunga

214

Belanje subsidi

a.1.5

Belanja hibah

1.6

Belanja baniuan sosial

5.2

Belanja Modal

5.2.1

Belanjamodal tanah

5.2.2

Belanjamodal peralatandan
mesin

8.2.4

Belanjn modal gedung den
bangunan

5.2.4

Belanjamodaljalan,
jaringan, denirigasi

525

Belanja modal aset tetap
lainnya

3.2.6

Ec]anja modal aset tidak
berwujud

53

Belanja Tidak Terduga
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531

Belanja tidak terduga

5.4 |Belanja Transfer

5.4.1 |Belanja bagi hasil

5.4.2 |Belanja bantuan
keuangan
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

& Pembiayaan Daerah

6.1 |Penerimazn Pembiayaan

611 |SilPA

6.1.2 |Pencairan dana cadangan

6.1.3 |Hasil penjualan kekayaan
daetah yang dipisahkan

6.1, {Penerimaan pinjaman
daerah

6.1.5|Penerimaan kembali
pemberian pinjaman
Penerimaan pembiayaan

6.1.6 |leainnya sesual dengan
Jumlah Penerimaan
Pembiayvaan

6.2  |Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1 |Pembentukan dana
cadangan

f.2.2 | Penyertaan modal dacrah

6.2.3 [Pembayaran cicilan
pekok utang vang jatuhb

f.2.4 | Pemberan pinjaman
daerah
Pengeluaran pembiayaan

8.2.5 [lninnya sesuai dengan

Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan

Pemhbiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun

coasanee VATIERALL ..o
Bupati Purworejo,

:':_ 7]

Mama
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KANLPATEN FLIRWOREID
RENGEASANPERLBAHAN APBD YAMNG DIFLASIFIKAS! MEMLUEUT URLISAN PEMESRINT AHAN DAERAH DAk CRCANISASE

TAHUN AMGCARAN
Pendapatan Belanja
Srbehum Perahatee mﬂa.m
? sclictizm wrirlnh Tirvimmhah [ [T njn Bertambah/
Redi Urissiin Pemerintah Deerah Delangs | Melwgs | pas | Belidp (Jueminh ficlanja | Pelanj | 1) | Belanj | Jomls
[perubabas | perulisum [Her ks asugh Operati | Mol | gemsups | Trunaler | Belan Opemini | & brerdagal ® . {ESerinarmmng)
_ Hp [ ig % | Rp | Wp | ®p Rp B | Re | ®pl Re Rp | Rp [ %
F] A ] fi ¥ ] ] 10 11 12 13 4 15 T 7 i

E
£

L B

a8t ...

bst ...

G| | ed | I

Krx-XN- Dost ..
LY

URUSAN PEMERINTAHAN  WAID
YANG TIDAK BEREAITAN DENOAN
PELAYAMAN DASAR

Axx-xx-  |Ddnes/Badan/Kanter,.,
o
-

MR- Dest ...
L
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2 [

] a
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F =

2 &

F u

3

3 25

3 =5
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3 o
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3

3

3 Fi

a aw

4 1IJHHI-|'E PENDURKUNG URUSAN

FEMERINTAHAN

4 [ BERRETARIAT DAERAT

F 1 ML N-M - | DaMrelnrial Oaerak
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FEMERINTAHAN

PERLRCAMAAN
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5 1 ML Di.rm.ri-d.-.nﬁr.lu'nu
—— L2,
o 1 E LW KN [ink ...
L
[ 2 | EELIARNGAN
5 2 =g x-mx- | Dinas/Badan/Kandor
o
3 ] WCx-a Ol ..
NN
5 = [omz
3 3 L L \Das ...
K i
5 E xEX-Exe | DaE ..
=
= Eln. asa
e L3 dat..
x 5 E-EA-EX-  |dnt
L.
Jumleh
BURPLUS, IDEFIAIM)
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KABUPATEN PURWOREJO
RINCIAN PERUBAHAN APBED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN ...
PENDAPATAN DAERAH
i EEB:rh'urTEf
KODE REKENING URAIAN Sebelum Sotelah o [-II::L‘:.I'?;.?':
Perubahan | Perutahan | (°F)
KKK Pendapatan
4.3 Pendapatan Asli Daesrah
3% Pajak Daerah
F.xxx Retribusi Daerah
4.x.000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
LR Lain-lain PAD Yang Sah
4.%.x% Pendapatan Transafer
4 x.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4320 Pendapatan Transfer Antar Dacrah
4 3.3% Lain-lain Pendapatan Dasrah Yang Sah
o2 xx Pendapatan Hibah
4, 50,56 Dana Darmirat
4.%.%X Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintaha

Bidang Uruzan N30 300
Organisasi MoK NK
Unit Organisasi AN
Program § XK XX
Indikator Hasil [
Kegiatan...1) AL KX
Indikator Keluaran  |i........
Sub Kegiatan ...1) I ORUOENK
Indikator Keluaran . P
JUMLAH Govsingy
KODE REKENING URAIAN & DASAR
Sebelum Setelah
Perubahan | Perubahan (Rp) ™ FEe
S Belanja
5.%.0% Belanja Operasi
= 5.3 Belanja Pegawai
5.xx%xx% Belanja Barang dan Jasa
Soxx Belanja Bunga
B.x.xx Belanja Subsidi
Sxoaox Belanja Hibah
B Belanja Bantuan Sosial
5.3.30x Belanja Modal
5o Belanja Meodal Tanah
S.xxx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S.atxx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
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Hxaxx

Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi

S.X.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.x.%xx " Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Sxxx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
A Belanja Transfler
S Belanja Bagi Hasil
5,258 Belanja Bantuan Kouangan
Sub Kegiatan ...2) R
Indikator Keluaran ...
Bertambah
JUMLAH J/Be rleurang DASAR
R ALl Sebelum Setelah | (Rp) | % HURRLM
Perubahan | Perubahan
5.x%.xx% Belanja
S.x.xx Belanja Operasi
S5x.xx Belanja Pegawai
Do Belanja Barang dan Jasa
S.N.xx Belanja Bunga
S.xo0x Belanja Subsidi
S.XHK Eeln.n,ja Hibah
5.%.000 Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal
S.xxx -Bnlanjn Modal Tanah
DoX.XX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.x.axx Belanja Modal Bangunan dan Gedung
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S Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
Soxx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.%.0% Belanja Modal Asel Tidak Berwujud
5% xx Belanja Tidak Terduga
5o Belanja Tidak Terduga
S0 Belanjs Transfer
S Belanja Bagi Hasil
S Belanja Bantuan Keuangan
Kegiatan....2) 1 X IDLER
Indikator Keluaran  FASRCR
SubKegatan... 1) XXX
[ndikator Keluaran .
JUMLAH Bertambah
KODEREKENING URAIAN fBeriourang | DASAR
Sebelum Setelah (Rl %% HUEKUM
Perubshan | Perubahan
5,%.X% Belanja
S.x.xx Belanja Operasi
Sxxx Belanja Pegawai
S.X.XX Belanja Barang dan Jasa
Souxx Belanja Bungna
Sa6xx Belanja Subsidi
5o Belanja Hibah
L Belanja Bantuan Sogial
Sox.a0 Belanja Modal
Boxx Belanja Modal Tanah

142



oot Belanja Mpodal FPeralatan dan Mesin
5.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung
R Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
S0 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5,230 " Belanja Modal Asct Tidak Berwujud
5.%.%% Belanja Tidak Terduga
2.X.X% Belanja Tidak Terduga
S Belanja Transfer
5.x.X% Belanja Bagi Hasil
5X.EX Belanja Bantuan Keuangan
Sub Kegiatan...2) I XIDLXX
Indikater Keluaran by
JUMLAH Bertambah
e — 5 fBerkuran g DASAR
— AL ~Sebelum | Setelah ®e | % b
Perubahan | Perubshan
S Belanja
9. Belanja Oporasi
S.x.xx Belanja Pegawai
Saxx Belanja Barang dan Jasa
Sorxx Belanja Eung;
3. Belanja Subsidi
5.X.XX ~ Belanja Hibah
Soxx Belania Bantuan Sosial
S Belanja Modal
S.xxx Belanja Modal Tanah
5.x.3x Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. X.XX Belanja Modsl Bangunan dan Gedung
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S.xoox Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
Juxxx Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

S.atxx Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Sx.xx Belanja Tidak Terduga

DUKNX Belanja Tidak Terduga

DX Belanja Transfer

Sk Belanja Bagi Hasil

Huxxx Belanja Bantuan Keuangan

Bupati Purworejo,

25
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I. Penetapan Perubahan APBD
1. Ketentuan Umum
Ketentuan umum lerkail penctapan perubahan APBD adalah schagai
berikut:

.

 §

Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan
APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung
untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling
lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran
berkenaan.

Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD dapat
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronil.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan
oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan
Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen
pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman
pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan AFPBD,
DPRD dapat meminta REKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam
pembahasan vang disajikan secara clektronik melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani oleh
Bupati dan pimpinan DPRD.

2, EKetentuan Pelaksanaan

2.

Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Perda tentang
perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan RKPD,
perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama vang ditandatangani oleh
Bupati dan pimpinan DPRD.

J. Persetujuan Rancangan Perda Perubahan APBD
1. Retentuan Umum
Ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

B

c.

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan
bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan
APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran vang telah dianggarkan
dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun sebelumnya.

2. Ketentuan Pelaksanaan

i ¥

b.

Bupati dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan
hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
Bupati menctapkan Perda tentang perubahan APBD setelah
ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tahun sebelumnya.
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c. Jika persemujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda
tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang
ditentukan, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan
dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
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LAMPIRAN [II

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Akuntansi Pemerintah Daerah
1, Ketentuan Umum
Akuntansi pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

2) SAFPD,

3) Bagan Akun Standar (BAS) untuk Daerah;

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan.

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi  kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun,

1} Kebijakan skuntansi pelaporan keuangan memual penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan vang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan,

2) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, penpakuan,
pengukuran, penilaian, dan/atau penpungkapan transaksi atau
peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAF;

b) pengaturan vang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam
SAP.

d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke
dalam bulcu besar, penyusunan neraca saldo, dan penvajian laporan
keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem
akuntansi SKPD,

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3d) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

8) Laporan Perubahan Ekuitas

7} Catatan atas Laporan Keuangan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai beriloat:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan
SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah
Kabupaten Purworejo.

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.
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c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik
spesifik yang dipilih cleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai
panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas
akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian
dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja
konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah
daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan
pendekatan  pemisahan  kelompok dana menurut tujuan
penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana
menjadi dana umum dan dana menurut tujuan tertentu. Penerapan
akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

g. Bagan Akun Standar (BAS) merupakan pedoman bagi pemerintah
dacrah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS dipunakan dalam
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku
besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan
keuangan.

h. Struktur BAS yvang digunakan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentnan Pelaksanaan

a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1} Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah.
Sebagal ryjukan utama adalah Lampiran | Peraturan Pemerintah
Nomor 71 ‘Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemermtahan, khususnya:
a)] PSAP 01 lentang Penyajian Laporan Keuangan;
b) PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
¢} PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;
d) PSAP (4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan,
¢} PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

PSAP 12 tentang Laporan Operasional;

gl IPSAP dan Buletin Teknis SBAP terkait pelaporan keuangan.

2] Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun
melalkukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian
dan harmonisasi sesuai kondisi dan kebutuhan pelaporan
keuangan di Pemerintah Daerah.

3] Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan
harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada
kebijakan akuntansi pelaporan keuangan.
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b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

2)

3)

4)

Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah
Lampiran | Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;

b) PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;

c] PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

d) PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

¢) PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

[} PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi vang
Tidak Dilanjutkan.

g] IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun

Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan

penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:

a] Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan
metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.

b} Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan
yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan
pengukurannya.

€] Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP
namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah
daerah

Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu

memperhatikan:

a) PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah
terkait.

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran
atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-
LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan
yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar
Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.

Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metode,

pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum

diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.

c. Penyusunan SAPD

1

2]

3

4)

3)

Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis
pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan
keuangan daerah.

Berdasarkan  siklus  tersebut, Tim  Penyusun  SAPD
mengidentifikasi prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang
harus dibuat.

Tim Penyusun SAPD menentukan pihak-pihak terkait pada
masing-masing prosedur akuntansi. Masing-masing pihak
memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan
output yang diinginkan

Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen
tersebul akan menjadi sumber pencatatan jurnal,

Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap
prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.
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6) Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis, Langkah teknis
merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan
pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, data atau
dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak
tersebut memperlakukan data-data terkasit. Selain itu, diberikan
tlustrasi atau [ormal pencatatan dalam bentuk penjurnalan
akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang
membutuhkan pencatatan.

7] Penyusunan SAPD i memperhatikan bahwa Proses Akuntansi
Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan
penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

d. Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi

Bagian 1 - Pencatatan Transaksi

1] PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data
anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD,
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan DPA- SKPD.

2) PPE-SKPD mencatat altuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-
LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan
pendapatan.

3] PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

4) PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data
vang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasarkan data yang dihasilkan dari pelaksanaan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset, hutang, dan
ekuitas terkait.

Bagian 2 - Klasifikasi transaksi

1) PPK-SKPD melakukan klasifikasi atas transaksi yang
secbelumnya telah dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD
memindahkan data transaksi ke buku besar berdasarkan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

2] PPK-SKPD menghitung saldo di setiap buku besar berdasarkan
klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan

integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus penpgelolaan

keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku

Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

e. Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan

1} Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan mengidentifikasi jurnal
penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau
jurnal penyesuaian lainnya yang dibutuhkan,

2) Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja
kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan
Keuangan Konsolidasi.

3. Dokumen Terkait

IIustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain

sebagai berikut:
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a. Bulku Jurnal

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/XOTA ......

BUKU JLURMAL
SKPD R
Tanggal m Kode Rekening Nama Rekening Debit Kredit

b. Bulku Besar
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

BUKLI BESAR
SKPD i
KDDEREKENING = s
MAMAREKENING = i
PAGUAPED! & .

Tanggal Uraian Ref |  Debit Kredit saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA
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c. Kertas Kerja Konsolidasi

: Neracalalda | MerscaSalda | MNamecaSaldo | MeracaSaldo i Meraca Salde
U | Mamanelaring | soopn | soos | seodt | seep | eliminad) s
bl A EY TR IE L T Y e E

B. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Ketentuan Umum
Pelaporan keuangan pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

1.

a.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan
keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD
selalku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

1} laporan realisasi anggaran;

2) neraca;

3] laporan operasional;

4) laporan perubahan ekuitas; dan

5] catatan atas laporan keuangan,

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD
paling lambat 2 {dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan ocleh
kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk
disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

1} Laporan Realizasi Anggaran;

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3) Neraca;

4) Laporan Operasional;

3) Laporan Arus Kas;

6) Laporan Perubahan Ekuitas;

¥} Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupat
melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah secsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir,

Pemeriksaan laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah,

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan
hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Dacrah, rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD diajukan
kepada DPRD.

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD
bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui
PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan
dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Terkait hal tersecbut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD
dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah sebapai bagian
dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dilampiri denpgan surat pernyataan BUD vang menyvatakan pengelolaan
kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar
akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa Laporan
Realisasi Anggaran.,

Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Neraca.

Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penvajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
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2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Alcuntansi

1)

2)

3)
4)

3]

6)

Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau
berdasarkan kebutuhan penvajian informasi, PPK-SKPD
menyusun:

a) Neraca Saldo;

b} Jumal penyesuaian akhir periode;

c] Neraca Saldo setelah penyesuaian;

d) Jurnal penutupan.

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yang terdiri atas
kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian
akhir periode, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup
dan laporan keuangan terkait.

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
MEnyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b) Laporan Operasional (LO);

¢) Neraca;

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Berdasarkan LRA, LO, Neraca, dan LPE vang telah dibuat, PPK-
SKPD menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun
kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD vang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yvang menjadi tanggung
Jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan,

Pengguna Angparan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
beserta Surat Pernyataan kepada Bupati. Pada saat yang
bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada PPKD
untuk proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Bagian 1 - Penyiapan Kertas Kerja Konsolidasi

1]

2)

3)

4]

Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan (selanjuinya disebut
Fungsi Akuntansi] menyiapkan kertas kerja (worksheefj dengan
lajur secsuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk
menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.

Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Salde SKPD
dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsclidasi.

Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsaolidasi berupa
jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD
dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut merupakan catatan dalam
kertas kerja konsolidasi dan tidek mempengaruhi pencatatan di
entitas akuntansi.

Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah
(konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo
SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 — Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

1]

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi
Akuntansi menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi

bl Laporan Operasional (LO) Konsolidasi
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¢] Neraca Konsolidasi

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
e} Laporan Perubahan SAL

f) Laporan Arus Kas

2] Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan
sesual dengan sistematika dan penjelasan di Kebijakan Akuntansi
dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah disusun kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

4] Bupati membuat Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistemn pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

5] Bupati menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah antara lain
sebagai berikout:

8. Neraca Saldo

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ......
MNERACA SALDO per Tanggal .. .c.ou.

SKPD kbbbt it &
Kode Rekening Mama Rekening

Jumlah S
Debit Kredit
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b. Laporan Keuangan SKPD

PEMERIMNTAH KABUPATEN fHDTA oo o s s
SHPD
LAPORLAN REALISAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN DULANIA DAFAAH
UM TUK TAHUMN YANG BERLLKHIA SAMPAI DENGAN 31 DESEM DER 2041 dan 2060

{Dpksrm Bypigh]

| Liralan Anggaran | Mealsas | % | Reallad
REMDARATAN
PENDAPATAN ASLI DAFRAH
Pendapatan Fapk Daorak
Pencapatan Retribusi Daesh
Penclapatan Hasil Penge lolaan Eekayaan Daemhyang Diplsahlan
Lain - lain PAD yarg sah

Jumnlah Fendapaian Asli Dasrah

EIMLAH PEMNDAPATAN

BELANIA

RELAMIA OPERAS
Eedan|a Pegmai
Bedanja Bamng dan fasa

Tuiimlah Belan ja Cipeerasd

BELAMIA MODAL
Belanja Madal Tanahk
Bekanja Modal Peralitan dan Mesin
Belanja Modal Gedong danBanganan
Eeian|a Bagoal lalam, Inigasi, dan anegan
Betanjn Mosal Aset Tetap |anma
Belanja Mooal Asel Lainmya

Jumiah Bolanja Modal

JURTLAH BELAMIA

SURPLUS/DEFAIST

FEMERINTAH KASUPATEN EOTA oo e
SiPD
LAPDRAN P ERASION AL
LNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SASMPAI DENGAN 31 DESCMELR 2001 dan 2000

(Dl Fupish)
Eenalkan
P s umnan

Uralan 2001 koxa

EEGIATAN OPERASOMNAL
FEMDAFATAN
PENDAPATAN ASLI DAERNH
Femdapatan Pajak Daerai®
Ferdapatan Rotribusi Dacmh

umlah Pendapatan Adi Dasrah
JUREILAH PENDAPATARN

BERAN
BERBAN OFERAS]
Betsn Pegawal
Beksin Barang dan lasa

Jumleh Bebmn Operasd

BEBAN PENYUSUTAN DAN AR ORTISAS
Bebsn Pamyusutan Peralatan dan Mesin
Betin Peiry ot Gedory) odn Bangumi
Beban Pedaysutan lalas, Wigasi, dan laskngan
Heben Penywiian Axel | #ltap Lainngz
Beban Pempmutan Aset Lainma
Bieban Ameitisasl Aoet Tak Bersujud

Armizh Beban Fenyusutan dan Amartisas

JURMLANH BEBAN
SURFLUSMDEAST LD
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..cociiememiminns

SKPD

MER&CA
PER 31 DESEMBER 2001 dan 2060

{ Dalarm Pupi

Liraian

2041

(ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas of Bendahara Pengeluaran
Kas i Bendahara Penerimaan
Piutang Pajak®
Fiutang Retribusi
Fiutang Lainmya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persadiaan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Pesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainma

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Peryusutan
lumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Perjualan Angsuran
Tunfutan Gani Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain - lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bervajud

Akumulasi Perausutan Aset Lainmysa
Jumiah Aset Lainmya

JUMLAH ASET

| KEWAJBAMN JANGKA PENDEK

Utang Perhi tungan Pihak Ketiga (PRI
Pendapatan Diterma Dimuka
itang Belanja
Ltang Jangka Pendek Lainiya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAJIBAN
(EKLITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
Eluita s Untulk Dikonsolidasikan
JUMLAH KEWAIIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN JKOTA ....comrmnrnne i
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 200

Ekuitas Awal
Surplus [Defisit LO
Dampak Kurnulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Salisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/XABUPATEN/KOTA .ccvanns
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2001

PENDAHULUAN
BAB | |Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporan kevangan SEPD
12 Landasan hubum panyusunan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il |lkhtisar pencapaian linerja keuangan SKPD
24 Ikhtisar realisasi pencapaian target Mnerja keuangan pamerintah daerah
22 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

i
BAB Il {Penjelasan pos-pos laparan kevangan pemerintah daerah

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemarintah
daerah
3.1.1 Pandapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.13 Pendapatan- LD
3.1.4 Beban
3.1.5 Asset
3,16 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan stas pot-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
panerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinygs dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas palaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah dasrah

BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

BAB V |Penutup
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¢. Laporan Keuangan SKPKD

PEMEINTAH RABUPATEM/BOTA oo vom e memismens
SEPHD
LAMGEAN REALISAS AMGGARAN PEMDAPATAN DN BELAMHIA DAFRAE
URTUK TAHUM YANG BERAEHIR RaMPAI DEMNGSH 31 DEFEMBER Z0%L dap 200

et

Mealin

Pendapalan Pecnbusi Cagnk
Fenchpatan Hasil Fengel daan Kehayean Dasrah ying Dol ahésn
Lidn - Balin P yang sa

Jumiah Pendapatan Asl Daaah

PCNDAPATAN TRAMYTR
PENDAPATAM TRANS FER PERSERINTAH PULAT - DANS PERINTEAN GAN
Dana Bap Hesl
Diana 8 pems | Lrum
Duang Hos] s - Rk
Dang Ao Khisis - ManFgil
lambb Fendapatan Tramsfor Dusa Pediom bangan

FENDAPATAN TEAMNSFER PEMERINTAH PULAT - LAIRNYA
Ceesva g ertlif Daerah
[racim Cronomi <FUsLE
Dl Kaistimewaan
Oamm Desa
Jumbh Pendapatan Transler Pemerintab Past - lalneya

PENDAPATAN TRANSFER ARTAR DAERAH
Pendipalss Bagl Hasl
Bartua {eumngan
Jumdiab Pendapatan Transfer Antar Dasmah
Tetal Peedapatan Tmndar

EAR - LAIRN FEMDGPAT AN DAERSH YAR G JaH
Pendapatan Hibay
Pandspatan Dard Daurat
Pandspatin Larmya
lumbih laln - Bl Pendapatan Deeah ywng Sah
BERILAH PENDARATAN
[RELANIS
BELAMIA CPERASH
Bedan)s Fegasal
Belan|z Barng dan hasa
Belan|s Bungs
Belanja Subsid
Belanjz Hikah
Belwn|s Eantuan Sosial
lum&hk Relanp Gpersl

MELANMA RIOTR
Badangs Micdsl Tarah
Belargs Medil 2eralstan sin hesin
Belanfi Mcdil Jedaeg den Bangran
Belanjs il 1a a0, Iriges , don fadngan
Bedanjr Mcdal Bee Tetap Lainngs
Belanjs Mool Asel L

mmbh Eedanj taodal
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BELANIA TAL TERDLIGA
Be anja Tax Terdga

Jumish Balsnfa Tak Terduga

EELANIE TRANSFER
B anja Bantuan Keuang an an e Cersh Eaupsten/Kots
Ba anja Banbuan e an Kebupaen/ios ke Dasrah Brovins]
Ba anja Rannsn Kesmangan Daemh Provingd s Eshupamen Mam kepads Desa

Jumlah Bafan[s Transfar

TURLAH BELAMUA

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIATARN

PENEFEMALN PEMBIATAAN
Panggursan SLPA
Pencassn Dana Catargsn
M| Perjalan Keesyaar Doerah yang Dipisaer
Panerimean M rfaman Dee ot - Pernerirish Susal
Pererimean Frfzman Dea 3 - Pernadirish Jeesah Lain
Pererimzan Rnjaman Ceesah - Lembaga fasang an fank
PenerimeEan Fnjaman Caeah - Lambaga fesangan Buks 7 Bank
Penarimssn Fnjamon Ceaah - Manmreat|Chligss Deemnb]
Penarimaan kembal Pamberian Mnjanen Dearsh
Penarimssn Fembigysar Lainnge

fumla® Panerimann Panblnmes

PENGELUARAN PEMBLAYAAN
Pembentucen Dars Cadangan
Pemysr-ann Modsl Parsrintsh Dasrah
Pambayan Frfaman dand Parmednesh Jaat
iPambeyaan Firjaman dad Pomesrieah Jaerah Len
Pambayasn Nrjaman dad Lembaga E=usrgan Bank
Pambayaan Arjaman dad Lembaga Desirgan Bokay Bak
Pambigyaran Mrjaman dirl Masyardat [Chiiges’ Dasraly
Pambarisn Pinfaran Daerih
Pergaluaran Penhiayean Lenmys

lzmish Fesgelzaran Pambiayeen

PEMBIAYAAN NETTOD

Sisa Lebih Pembiyaan An ggaran
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PEMERIMTAN KARLPATEMMAOMA o e

SEPED
LAPORAN OPLRAS KINAL
UNTUE TAHIEN TN G B RAKHIR SARIPLL DEMGEN 11 DESE RTPER 20T dan M0
o By
Urakan a1 an | T/
il LTI

e

FERDAPATAN A5 011 MSERAH
ﬂl#n‘:n Pejak Owemh
*peglapatan Aetiaus| Cagad

3pegdapacnin Hag] Pengelasan Fisoyen Duenh yasg Digsthian
Al IlnIH.I:IH (TR

lumial PenilEpatan Asl Daerh

PEMDAPATAN THAKSFER
FEMDAPATAN TRARSIER PEMERM LAN FUSAT . DuUsA BERIM RN GAN
asa Bagl Hasil
Jaa Alcka s Umum
T Klcknw b - Fink
Jama slcka st Bhatud - Hon Fisik
lamdah Peedapatan Trmrder Dass Pedmbmangan

PENMAPATAN TRADSFER PEMERN TAK PUSAT- LAINNTL
Jana ingeridf Daiea
Jana Ot onomi Bl
Jana Kestimearaan
Jana Dass
hiwkah Peodapatas Trander Pemedintah Pet - Lainnya

PEMDAPATAN TRANSFER ANTAR DACR&H
Jpnetiagraan Dagd Hesil
Santuan Keuangan
luwiah Pendapatan Trander Antar Dagrah
Tots | Pendspatas Trensdo

LN - LAN PEUDAPATAN DAERAN PANG AN
*pacopaan Hisah
Sesclepman Dang Danest
Wpaclapaan Lainrya
Iamiah Lain - loin Pendapaan Daerah yaag Sah
NI LAH PENDAPATAN

|BLEAY
BERAN DPERAY
phar Pagawnl
Jgbar Baraog dan Jasa
Aphar Bunga
Jpher Suls d
Aphar Hibay
2phar Bant sas Sesisl
limlah Beban Opeas

DCCAN PIMTUSUTAN DAN AMORTISASE
Jphar Penirasuts Persl st a4 Kedn
Jker Pervpaiglat Cecang dan Jangman
ptar Pormrimts 12k, gl dan  singan
dptar Penysutny Asel TEasLsirye
dgtar Penyasuta AseE LEnmya
Jgbar Amonies sl Adet Tl Bareujud —1

fumiah Beban Penjusitan dan Amortisid
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EEBAN TRANSFER
Bebar Bogl Hesl
Bebar Bentian Kegangan

lurrlzh Beban Transfer

REBAN TAK TERDUGA
Bibar Tak "erduga

Jurrish Baban Tak Tardaga

MMLAK EEEAN

SURPLUS/ DEFASIT DAR OPERAS! |

SJEPLUS/OEFSIT DARI KEGIATAN O COERASIONA]
SURALUS. NON CPERASIONAL
Surplus Perjusior/ Pertulanan/Palepasan Asst Mon Lancar
Surpls Peryedesaian Kenwjiben Jangka Panjarg
SerpiLs i Kagiatan Non Ciperasions Lainnya

lumizh Surplus Non Operasianal

DEFISIT NON OPERASICNAL
Defisit PerfialanFertLbarar Pelesasan Aset Mon Lance
Defielt Peyelesaion Kewaiban . ogka Panjang
Diafieft da-’ Gegiatan Nor Cperasiongl La'neye

larelzh Defdt Nos Operasional

JUNILAH SURPLUS/DERSIT DARI KESIATAN HCN OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SESELUM POS LUAR BIASA

B LR BIASA
PENDAPATAN LUAR BLASA

Fendapater Lusr Basa

burrdsh Pangapatan Lusr Biass

BEBEN LUAR BIASA
Babsr lusr sz

harrlsh Seban Luar Sies

POS LUAR BIASA

SURPLUS/DERIS LO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA wonnarmsismimssise

SKPKD
NERACA
PER 31 DESEMBER 2001 dan 20X0
Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20%0
ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setars Kes
E=s di Kas Deerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bandahars Panermaan
Kas Lainnys
Setore K=o
imsastasi langka Pendek
Fiutarg Pajak
Plutang Retribusi
Fiutarg Hasll Pergeldaan Kelayaan Dasrah yang Dipisshkan
Fiutang Lain-lain PAD yang Sah
Fiutang Transfer Pemerintsh Pusat
Fiutang Transfer Antar Da=rah
Fiutang Lainnya
Penyisihan Futang
Baben Dibayer O muks
Persecigan
Aset Untuk Dikonsdidasikan
lumiah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Irmeestas] Mon Germansn
invastasi kepada BLIMN
Investas kzpada BLIMD
nvestasi delam Obligasi
vestasi dalam Proyek Pembangunan
Dans Bergulir
lumlah Invastasi Non Permanen
Investasi Perrranen
Panyertaan Modal Perarirteh Daerah
Investasi - Pernbansn Pinjaman Deerah
lumlah Investasl Fermanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tansh

Parala:an dan Measin

Gedunz dan Bangunar

Jalan, rigas, dan Jerirgan

Asct Tetap Lalwnya

Konstruksi delam Pengerjaan

Akumuasl Peryusutan
Jhimlah Aszet Tetap
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DANA CADAN GAMN
Dana Cadangan
lumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Panjuakan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugl

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

Aset Lain- kin

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Bemwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lalnmya
lumiah Aset Lainnya

JMLAH ASET
KEWAJIBAN

KEWANBAN JANGKA FENDEK
Utang Perhitungan Pihak Kefiga (PFK)
Utang Bunga
Litang Pinjaman langla Pendek
Baglan Lancar Utang langka Panjang
Pendapatan Diterima Dimula
Utang Belanja
LMang Jangka Pendek Lainmya

Jumilah Kewallban Jangka Pendek

KEWANBAN IANGHA PANIANG
Ltang kepada Pemenntah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Buban Bank
Litang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumlah KewaJlban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAMN
EEUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
JUMLAH EKLITAS
JUMLAH KEWANBAM DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN JKOTA ...ccocinsmmssrissssias
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20{1 DAN 20X0

Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 2060

|Ekuitas Awal
surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubzhan Kebijakan/Kesalahan Mendasar;
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran [SILPA/SIKPA)
Kareksi Milai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSY/KABUPATEN/KOTA ..o
SEPED
CATATAN ATAS LAPORAMN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN

aag Il

BAEB NI

BAB IV
BAB ¥

BAB| |[Pesdahuluan

13 Malsud dan tujuan penyvusunan laporan keuangan SKPEKD
1.2 Landasan hukum peryusunan laporan kedangan SEPED
13 Sistematika panulisan catatan atas laporen kewangan SKFKD
Ikhtisar pencepaian kinerje keuangan SXPKD
2.1 Ikhtisar realisasi penzepaian target kinerja kauangan permarintak daerah
132 Hambatan dan kendala yang eda dalam pencapzian target yang telah ditetapkan
Penjzlasan pos-pos laporan keuangan pemarintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pes pelapoman keuangan pemerintzh
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LD
3.1.5 Baban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewsjiban
3.1.8 Ekultas Dana
3.1 Pengunghzpan atas pos-pos aset dan kewa|iban y&ng timbul sehubungan dengan
penerapan basis aknal atas pendapatan dan balanjz dan rekons Fizsinys dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akunta rsifentitas pelaporan yang menggunakan
basis sknml pada pemerintah dasrah
Penjalasan atas informasi-infermasi nonkeuangan SKPED
Penutup
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d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERMTAN EARUPATEM/EOTE o e s
LAPORAN REALISAL ANGGARAN PERDAPATAN LAN EELAMLY DAERAH
LNTUK TRRLN YANG FERAKHR SAMPAE DEMGAN 31 DESEMEER 20%1 dan HX0

| Dlar Rupiah)
Uralan Angrams | Reafimsi | % | Realisii
|EERDAPATAN
PENDARATAN A3 DAERAH
FendepatanPyak Daenk

FeridapmilanAenbu Daerah
Fendepatan Hasil Pemgeldasn ¥ekaysan Daerah wng Diplsabkan
Lan=lain Pal rzng sah

il Penclapatan Adli Gaesah

PEMDAPATAN TRANSFER
FENDAPATAN TEAHSFER PEMERINT AR FUSAT - EANEA PER B EANGAN
Déra Bagl Ha s
Dogra Sckasl Jmam
[uma M ckigl <hige - R
Diana Alckas Hisus -BionFs k

Jurmdah Pendapatas Tranafer Cana Pesimbangan

PEMDAPATARN TRANSFER PEMERIMIAKE PUSAT - LAININYS
frina insent f Caerah

féna Dtoromi Khueis

Darm Katstimewoa

Diara Dess

Jumbah Fends patan Trander Peawrinta’s Pusal - Lalsnya

FEMDAPATAN TEANEFER ANTAR DAERAH
Perdapatan Bagi Hanil
Eamis Keuargsn

Jumlah Fendspatan Transder Ankar Daesah

Tolal Fends patan Tramifer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAN YANG SAN
Pendaptan b Eas
Pendapstan Dara Darrat
Pendapatan L wnys

Jumelz b Laim - lain Peedapatan Daesxh yang Sah

TUMLAH PENDAPAT AN

{EELAMA

BELARRA DBERATI
hElsna Pegiiws)
Eelzrja Earmng dam Jara
EEnaBLngi
Belarja subsid
BelzmaHizh
Belary& Barruan sos:l

Juka by Belangs Operad

HELARIA MO DAL
BefFrja Modal " sreh
Belerje Modal Peralatan Jar Mesin
belirja Modal Gecung din Banguman
befaria Modal .aan iriges , Gn_aingn
Belsrya iModal Azet Tetap Larmya
Belirja Modal At Laknya

Iemlah Detanla B odal
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BELANIA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terd.ga
Jumlah Belanja Tak Terduga

BELAMIA TRANSFER
Betanja Barmaen Ceuangan antar Daersh ksbopaten/tom
Belana Barmusn Keuangan KsbusatenXats e Dasrzh Provingi
Befanjn Bartuen Causngan Deersh Proving ate. Kabupaten/Nots kpd Dets
Jomlzh Belanja Transier
IUBMLAH BELANIA

SURPLUS/DERST
FEMBIATAAN
PENERIMAAN PEMEIAYARN

Pangg Jnaan SILFA
Pencaran Dana Cadargan
Hasi Penjualan Kekayaan Doerak yang Dipisablkan
Penerimaan Pin'amar Daerah - Pameringh Pusst
Penerimman P amar Cisersh - Pemeriish [aerah La'n
Penerimaan Pin amar Daersh - Laricaga Keuangan Jane
Pepwrimaan Pimemar Deermh - Lartaga Keusngan 3ukar Bank
Pererimaan Finamar Deerah - Nasyarakat (Chiigas! Jeerahy)
Penerimaan Kantal 2amberian Finjarman Jaench
Pererimaan Pambioyaan Lairmya

lumlah Paserimasn Pembisyaan

FENGELUARAN PEMBIATAAN

Penmeriukan Dana Cadangan
Peryeraan Moda Pemerinan Jeersh
Perraayarsn Fnjarnan derd Perneintah P
Peroaysrs Anjaman dari Perneintsh Caerak 120
Parpayaras Anjaran darl Lambaga Kamngen Rark
Perozyarsn Ainjaman dari Lambaga Keuargen Bukan Bank
Pern ayean Frgaman dar Masyarsat [Obliges Deamb)
Pemoerian Mnjanen Jearmn
Perg2 uaran Pemblzyaan Leinnys

Juminh Fengsusran Pemblayean

PEMBIAYAAN NETTO

Sisa Lebih Pemblsynan Anggaren
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PEMIFFINTAN EARIFAATER [XO0TA
LAPORAN OPERRSIONAL
UNTIN TAIPUN Yool G BERARHIR SAMPAI DEMGAN 1 DESEMEER X1 dan 2000

Urnkan MK F k]

PEKDAFATAN A0 DAERAN
Pemddapacan Fa ak Dasnh
Femdapacan Retribe sl Dagrsh
Perelapaan Hanll Pergel oizan ketwraan Dasrnh yirg Dipisahian
L3 n- Lt PAD yerg sah

Jumdah Pendageten adi Dreral

PENDAPATEN TRAMSFER
PENDAPATAN TRAMSFER PFEMERINTAH PURAT- BANA MERINRANGAY
Dt fagi Hasl
Dera £lokasi Lmurs
Drena Alokysi Knsws - Fisk
Drena Alokask Kais - Hen Fisik

luealah dpndapatan Trander Dans Dok bargan

PERDAPL TSN TRANSIEF PERMEFINTAN PUSAT. LAMNTA
Dzng iwerti Ceerah
Dine Clomaml Khasus

Deni BEISTFrEwaEn
Bigns Desn

fundah Fendapstan Trander Pemerintad Pust - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFEE ANTAR DRERAH
Pendapa-at bagt Hasil
Bantuin KRae:n

Tamiah Pendapstan Tander At Dasmh

Tatal Pendapatan Trander

LAIN - LAIN PERDAPATON DALAH TAMG San
Fendapaas Hika
Fendepacas Dana Danmal
Fendapaia Lanml

sk Liin - ki Persdapatan Daeral yang Sah

RINLAH FENDARSTAN

LW
BERAN BFERISE

Len Pzl
Beban Barang dan 050
!-d:nnEn"l
Bgtom S btid

Egban Hibah

Bl BarcuanSes al

Jurrdah Debvan Operas

BEBAY PENTUSETAN LEN AMOS TEAS|
Bebar Perpusetan Paralaton dae basn
Behon Porpuiudan Gedung &n Bangunan
Bieban Perrusntan . afin, inig asi, dan Jarirgan
Behan Pesvpasutan Aset TetapLaierra
Belian P el uban ASE Lainnge
Biehan Aomsart sacl Aset Tak Berwujud

lurrkah Rehan Peeyuitan dan Amoticd

BEBAN THAMSFER
BebanBag Fapl
beban Bamuan Kaangin

tirrrdaly Bekan Tander
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Spmbs Pergmlan/Fermekamn Pelepasen Aset Moa Lancar
Sumpls Peryelesalan Kewajan lingia Panjisg
Surplus dal Kegiatan fioa Opecasional Laimya

Jurah Surphes Non Operasional

DERSIT HON OF ERASIINAL
Diefisit Pesjualan/PerukaranPelemsan At Kon Lancsr
Dedich Ppspekesalan Kevea)lban iagka Pyrfang
Defish dari Keglaan Men Operasional i

lumleh Defst Neon Opeasional

JUNILAH SURPLUS/DERSIT DARI KEGATAY NON mmig

SURFLLS fDEFISIT SERELUM POS LUAR BLASA

(RS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BlASA

Pendagatan Lias Bizsa

lermilah Peadapatan Leas Blasa

BEBAM LUAR BitSA
Beban Luat Biasa

PO LLBAR BALEA,

SURPLUS/DETISITLD)
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .,

KERACA
FER. 31 DESEMBER 201 dan 20D

- -

Oalam R

Uraian

200

ASET
ASET LANCAR
Eas dar Satara Eas
Kas di Kas Daersh
Kas di Bemdeharas Pengeluaran
Kas i Bendehara Penenraar
Kas i B D
Kas Dana BOS
Koz Dana Kapi g pada FETP
K8z Lelrrys
Setera Kas
Irwestad Jangka Pardek
Piuang Pajak
Plusng Retnbisd
Piumng Hastl Pengelalean Kikeyoan Daerah yang Jiplsahian
Pluzang Lair-lain PAD yang Sah
Piuang Transfer Pamen ntah Pusat
Pluzng Transfer Antar Daersh
Piumng Lainmya
Paryisiban Plutang
Beban Dibayar Dimuka
Perzediaan
Jumiah Aset Lancar

INVESTASI AN GKA PANJANG
Irveestasi Non Permanan

Irwestasi kepada BLRN
Irvestzsl kepads BLND
Irwestas dalam Dbligas
Irnvestasi dalam Provek Pembangunan
Dara Bergud r
Jumlah Investasi Nan Permanen
investas Permanan
Penyertaan Modal Permer rtah Daerzh
Irvestasl - Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Investasi Fermanen
Jumiah Investes Jangha Panjang

ASET TETAR

Tarah

Paralatar din Wesir

Gedung dan Bargunan

Jglsr, Ingad, dan Jaringen

Aset Tetap Lainmya

korstruks calam Penger aan

Bkumul ssl Feryusutan
Jumiah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Uama Cadangan
Jumlah Dena Cadangan

ASET LARINYS
Tagikar langka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Fugl
kemitman dengan Pihak Ketlga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain
Mkurmulas | Amortisasi Aser Tida k Berwujud
Akumulasi Pemyusutan Aset Lainnya
Jurnlah Aset Laionya
JUMLAH ASET

REWAIRAN
REWANDAN JANGILA PECNDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga [PFK)

Utang Bunga

Utang Minjaman langka Mendek

Bagian Lancar Lhang langka Panjang

Menda patan Diterima Dirmika

Ltang Belanja

Lhang langla Mendek Lainmya
Jumlah Kewsjiban langha Pendch

REWANBAMN JANGEA PANIANG
Lrang kepada Pemerintah Pusat
Lhang kepada Lembaga Keuangam Bank
IMang kepada Lombaga Keuangan Bukan Bank
Lhang kepada Masyaralat [Obligasi)
Pramium |Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWA RN

EKLITAS
JUMLAH EKLITTAS
JUMLAH KEWAIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA e nsseissmssmsimes
LAPORAN PERUBAHAN EEKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 200

[Dalam Ruplah
Urafan 20X1 2040

Ekuitas Awszl
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalzhan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Koreks| Nilal Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .o vesovame -
LAPORAN PERUEAHAN SALDD ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

lam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagal Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebihy/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Subtotal

Kareks| Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
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PEMERINTAH CABLPATEN/KOTA oo -

LAPORAN ARUS KAS
LRTUK TAHUN YANG BERAKHIA SAM2A] DENGAN 31 DESEMNBER 2001 DAN 20K
METODE LAMGELING
{Dulam Ru
Uralan S0 200
ARUS KAS DARIANTIFITAS OFERASI
ARUS MASLK KAS
Perenmzar Pajok Caerah

Pensrimear Reibugi Jaerah

Pererimear Hasll Pengelolzan Kaksvear Dasahyvang D plsahkan
Parermear Lain - lair PAD yang sah
Panzrimaar Dara Bag Has|

FPearernmesr Dara Mokes Limum
Pergrimaar Dara Mokas Fhasus - sk
Pererimaar Dana Alokasi Khasus - Non Fisik
Perafmear Dara Irs antlf Dadras
Parenmaar Dana Ctonomi Khusus
Pererdmear Dana Kel:imewaan
Perenmear Dara Desa

Parerfimsar Bagl Hasl darl Proving
Perenmzar Bantuan KeLargan

Peranmear Hibah

Perenmear Dana Darurat

Peranimear dar Pedspatan Lainrws

Jumizh Arus Masuk Kas

ARUS KELUAR KAS
Pembsyaran P2gawai
Pambsyaran Barang dan lasa
Pambeyeren Burga
Pambayarsn Subtid
Fembeyaran Belanja Hibsh
Pambeyaran Belanja Bantuan Sotlal
Pembeyaran Tak Terduge
Pambeyaran Selan/a Santusn Ke angsn arear Daerah Kabupaten/fota
Pembeyeran Belanja Eantuan Ke sangan ke Daersh Proving
Pamrbeyaran Belanja BEantuan K ssngen kepada Desa

Juminh Arus Keluar €as

Arus Kos Bersth dori Aktifitas Oporad

(ARG KAS DARIAKTIFITAZ INVESTAS]

ARUS MASUK KAS

Percalran Cara Cadangan

Pen uEian atay Tanah

Perglan atat Parzlatars dan beszin

Penuelan ate: Gadung can Bangunan
PenLelan ates Jalan, irigas , dar Jaingen

Pen uslan Aset Tetap Lainnya

Pen uelan Bret Lainrys

Hasdl Perjuslen Keksyvaan Lain vang Diplsahkan
Perenmear Penjualar Irveiesi Non Permenan

Jumlah Anis Masik Kas
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ARLS KELUAR KAS
Penbentukan Dare Cackangan
Perolehan Tanan
Perolehan Peralamn dan Mesin
Perolehan Gedung dan bangunan
Perolehan klan, ngasi, dan Janngan
Perolehan Asat Tetap Lannye
Perolehan Asat Lainnya
Peryertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengbuaran Pembelian bnvestasi Non Permanen
Jumlzh Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersh darl Aktifitas Investas

MASUK KAS
Penerimaan Pmjaman Daerah - Femenntah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Dagrah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Kevangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Kevangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimazn Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Jumiah Arus Masuk Kas
ARLS KELUAR KAS
Pembayaran Pijaman dari Pemerintah Pusat
Pem bayaran Pirjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembavaran Pirjaman dari Lembaga Kevargan Bank
Pern bavaran Pirjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bark
Pembayaran Pinjaman dari Masyvarmkat {(Oblgasi Daerah)
Pemberian Pirgaman Daerah
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersh dari Aktifitas Pendanaan

T

ARLIS KAS DAR| AKTIRTAS TRANSITORIS

ARUS MASUK kAS

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kazs

|ARLS KELUAR KAS

Pengebuaran Perhitungan Fhak Ketiga (PR
Jumiah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih darl Aletifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awal Kas
Salda Alchir Kas
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN JKOTA e
CATATAN ATAS LAPORAN NEUAN GAN

PENDAHULUAN

Pendahubzan

11 Wzksud dan wjuan penyusunan laporan kswmngan pemedntab daerh
12 La ndasan hakum pemusunan Bporas kevangan pemesintah daemh

13 Sistemartika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerinta h daeah

BAR N ||.|':h'm|:rﬂ1 makro, kebijakan keuangan dan penca paian taiget kinera APBD

BAB I

BAB

BABV

BAB W1
BAE VI

2.1 Ekonomi makeo
2.2 Kehijakan kesmngan

23 Indikator pencapaian target kinera APBD
Ikktisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daersh
31 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

32 Hambatan dan kendals yang ada dalam penca palan target yang telah diteta pkan
Kebfjzkan akuntansi

11 Entitas aluntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
41 Basis akuntansi yang mendasari penyusuran ks poran keua ngan pemerintah

daerah

|43 Basis penguluran yang mendasan penyusinan laporan keuangan pemerintak
daerah

44 Penerpan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah daermh

Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemenintah dacrah

5.1 Rincian dari pesjelasan dar masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
311 Pendapatan - LRA
212 Belanfa
513 Pembiayzan
514 Pendapatan - LO
515 Beban
alb Asml
517 Kewajiban
51.B Ekuitas Dana

5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis aknal atas pendapatan dan belanjz dan rekoasiliasinya dengan
pepempan bass kas, untuk entitas akunta s lfentitas pelaporan yang enggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah

Penjelasan atas informasi-informasi nonkewangan pemesintah daerah

Panutup
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

A. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD
1. Ketentuan Umum
Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan
pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagai berikut:

f.

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan serta ikhlisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD
paling lambat 6 {enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD. Penyusunan Laporan
Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Rancangan Peraturan Daerah lentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Bupati
bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling

lambat 7 {tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir,

Atas dasar persetujuan bersama, Bupati menyiapkan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD,

Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan
Bupati  terhadap rancangan Peraturan  Daerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan
menetapkan  Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Rancangan  Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD diletapkan setelah memperoleh pengesahan dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungjiawaban  pelaksanasn APBD  beserta lampirannya
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1} Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir,

2) Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah (tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan
pimpinan DPRD.

4) Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan
hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Untuk memperolch pengesahan atas Rancangan Peraturan Bupati

tentang Pertangmungjawaban Pelaksanaan APBD dari Gubernur scbagai

wakil pemerintah pusat dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut:

1} Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung kepada gubernur sebapai wakil pemerintah
pusat paling lambat 7 (tujuh) hari segjak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan
Dacrah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan rancangan
Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3] Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan
Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

B. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran
Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APED
1. Ketentuan Umum

Peraturan Bupati ini membuat ketentuan terkait evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang tclah disectujui bersama DPRD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD disampaikan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari
terhitung secjak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Dacrah
tentang pertanpggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh Bupati.
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b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguyji
kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD, Peraturan Bupati kabupaten/kota tentang
penjabaran  perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur scbagai wakil Pemerintah
Pusat kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

d. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Bupati kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota
tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati kabupaten/kota tentang
penjabaran APBD, Peraturan Bupati kabupaten/kota tentang
penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati
menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah
dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

e. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan
dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau
tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa  Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 ([tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD,
maka Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah
dan rancangan Peraturan  Bupati tentang  penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati,
Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan wurusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban
pelaksanaan APED dan evaluasi rancangan Peraturan Bupal tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

h. Proses penyvampaian rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi
aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen vang dilakukan
secara elektronik.
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2,

Ketentuan Pelaksanaan
a. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,

Bupati mengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

. Cubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi

terhadap rancangan Peraturan Daergh tentang pertangpungjawaban
pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat

keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada
Bupati.

. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan

hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Bupati menetapkan
rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan
rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
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